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SALINAN

PERATURAN SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA

Menimbang: a.

Mengingat

o

NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KABINET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA,

bahwa wuntuk memberikan informasi kinerja dan ukuran
kinerja keberhasilan Sekretariat Kabinet dalam pencapaian
tujuan dan sasaran strategis, perlu menyusun Indikator
Kinerja Utama di lingkungan Sekretariat Kabinet;

bahwa terdapat perubahan struktur organisasi Sekretariat
Kabinet sesuai Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun
2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet
dan dinamika lingkungan strategis, schingga Peraturan
Sckretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penetapan
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Kabinet
dinilai tidak sesuai lagi dengan peran, tugas, dan fungsi
Sekretariat Kabinet;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Sekretaris Kabinet tentang Penetapan Indikator Kinerja
Utama di Lingkungan Sekretariat Kabinet;

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat
Kabinet (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 95};

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/9/M.PAN/S5/2007 tentang Pedoman Umwn
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah;

4. Peraturan ...
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Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara
Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sckretariat Kabinet;

Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris
Kabinet Nomor 4 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan ; PERATURAN SEKRETARIS KABINET TENTANG PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KABINET.

Pasal 1

Menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Sekretariat
Kabinet sebagai berikut:

a.

Indikator Kinerja Utama Sekretariat Kabinet adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;

Indikator Kinerja Utama Deputi Bidang Politik, Hukum dan
Keamanan dan Unit Kerja di lingkungan Deputi Bidang Politik,
Hukum dan Keamanan adalah sebagaimana tercantum dalam
lampiran 1II;

Indikator Kinerja Utama Deputi Bidang Perekonomian dan
Unit Kerja di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran [II;

Indikator Kinerja Utama Deputi Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan dan Unit Kerja di lingkungan
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;

e. Indikator...
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Indikator Kinerja Utama Deputi Bidang Kemaritiman dan
Investasi dan Unit Kerja di lingkungan Deputi Bidang
Kemaritiman dan Investasi adalah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran V;

Indikator Kinerja Utama Deputi Bidang Dukungan Kerja
Kabinet dan Unit Kerja di lingkungan Deputi Bidang
Dukungan Kerja Kabinet adalah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran VI;

Indikator Kinerja Utama Deputi Bidang Administrasi dan Unit
Kerja di lingkungan Deputi Bidang Administrasi adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII;

Indikator Kinerja Utama Staf Ahli Sekretariat Kabinet adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII;

Indikator Kinerja Utama Inspektorat adalah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran IX;

Indikator Kinerja Utama Pusat Data dan Teknologi Informasi
adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X; dan

Indikator Kinerja Utama Pusat Pemmbinaan Penerjemah adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI.

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama di lingkungan Sekretariat Kabinet
sebagaimana tercantum pada Pasal 1 digunakan sebagai
dasar untuk menyusun rencana kinerja, rencana kerja dan
anggaran, perjanjian kinerja, dan laporan kinerja di
lingkungan Sekretariat Kabinet.

Laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
disampaikan kepada Sekretaris Kabinet.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Sekretaris Kabinet ini mulai berlaku,
Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat
Kabinet dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4...
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Pasal 4

Peraturan Sekretaris Kabinet ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Juni 2021

SEKRETARIS KABINET

REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

PRAMONO ANUNG

Salinan sesuai dengan aslinya




LAMPIRAN I

o s PERATURAN SEKRETARIS KABINET
KRETARIS REPUBLIK INDONESIA

REPUBLIR THDORESIA NOMOR  :5TAHUN 2021

TANGGAL  : 23 JUNI 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA

1. Nama Organisasi : Sekretariat Kabinet Republik Indonesia
2. Tugas : Memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan.

3. Fungsi

a.

b.
c.
d

™o

L.

Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah;

~ Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan

Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah;

Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga
vang perlu mendapatkan persetujuan Presiden; .

Penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum;

Penyiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan, dan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atan pertemuan yang dipimpin dan/atau
dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, penyiapan naskah bagi Presiden dan/atan Wakil Presiden, pelaksanaan penerjemahan,
serta penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan dan keprotokolan;

Penyelenggaraan dukungan teknis dan administrasi dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi
Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya kepada Tim Penilai Akhir;

Penyelenggaraan pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah;
Pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat Kabinet;

Pemberian pelayanan dan dukungan administrasi perencanaan, keuangan, penyediaan sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik
negara, serta pelayanan dan dukungan administrasi lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet;

Pengumpulan, pengolahan, dan pemberian dukungan data dan informasi serta penyediaan sarana dan prasarana pengembangan
teknologi informasi di lingkungan Sekretariat Kabinet;

Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Kabinet; dan

m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

4. Indikator...
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Indikator Kinerja Utama

Sasaran Strategis

Terwujudnya
rekomendasi kebijakan
pemerintah yang
berkualitas
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a. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan
dan program pemerintah yang dimanfaatkan

Keterangan

Rekomendasi rencana kebijakan dan program yang

dibuat Sekretariat Kabinet disampaikan kepada

Presiden /Menteri/Kepala Lembaga dapat berupa:

a.Rekomendasi berdasarkan berkas yang masuk,
baik yang berasal dari instansi pemerintah
maupun dari pengaduan masyarakat;

b.Rekomendasi berdasarkan permintaan langsung
dan segera dari Presiden;

c. Rekomendasi berdasarkan tugas khusus yang
diberikan Presiden;

d.Rekomendasi atas hasil pengamatan dan
penyerapan pandangan terhadap perkembangan
umum;

e. Rekomendasi atas masalah yang muncul secara
spontan;
f. Rekomendasi berdasarkan kajian akademik; dan

g. Rekomendasi dalam penyiapan materi sidang
kabinet.

Kriteria...
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Keterangan

Kriteria yang digunakan untuk menetapkan suatu
rekomendasi telah dimanfaatkan yaitu:

a.Rekomendasi tersebut digunakan oleh Presiden,

Menteri, .dan/atau Kepala Lembaga sebagai bahan
kebijakan pemerintah. Penggunaan rekomendasi
dibuktikan dengan adanya pernyataan, arahan,
disposisi, atau dikeluarkannya suatu kebijjakan
yang isinya menggambarkan rekomendasi yang
dibuat Sekretariat Kabinet;

.Rekomendasi diterima Presiden tanpa ada disposisi

yang menyatakan bahwa Presiden menolak atau
menyatakan tidak akan menggunakan
rekomendasi yang disampaikan  Sekretariat
Kabinet, dibuktikan dengan melakukan tracing
nomor tanda terima serta disposisi atas
Memorandum Sekretaris Kabinet kepada Presiden,;

. Rekomendasi digunakan oleh Menteri/Kepala

Lembaga sebagai bahan kebijakan dan/atan
program pemerintah dapat diindikasi dengan bukti
seperti dokumen undangan rapat koordinasi
dengan Kementerian/Lembaga atau memorandum
notulen hasil rapat yang menggambarkan gagasan
dan saran pendapat Sekretariat Kabinet dalam
rangka penyusunan bahan rekomendasi kebijakan;
dan/atau

d. Rekomendasi...
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Keterangan

d. Rekomendasi diterima Menteri/Kepala Lembaga tanpa
ada pernyataan penolakan atau ketidaksetujuan atas
rekomendasi yang diberikan Sekretariat Kabinet,
dibuktikan dengan melakukan pemantauan atas Surat
Keluar Sekretariat Kabinet. C

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

Jumlah rekomendasi Sckretariat Kabinet
atas rencana kebijakan dan program
pemerintah  yang  dimanfaatkan  oleh
Presiden/Menteri/Kepala Lembaga

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet
atas rencana kebijakan dan program
pemerintah  yang disampaikan kepada
Presiden/Menteri/Kepala Lembaga

x 100%

b. Persentase rekomendasi atas rencana
kebijakan kementerian /lembaga dalam
bentuk peraturan menteri/kepala lembaga
yang perlu mendapatkan persetujuan
Presiden yang ditindaklanjuti

Kriteria yang digunakan untuk menetapkan rekomendasi
atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam
bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu
mendapatkan persetujuan Presiden telah ditindaklanjuti

yaitu:

a. Rekomendasi...
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Keterangan

. Rekomendasi yvang disampaikan Sekretariat Kabinet berupa

ditetapkannya atau dibatalkannya rencana kebijakan dalam
bentuk peraturan menteri/kepala lembaga disetujui oleh

Presiden; dan/atau

b. Rekomendasi hasil analisis atas substansi
menteri/kepala  lembaga berupa  usulan

ditindaklanjuti Menteri/Kepala Lembaga.

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

Jumlah rekomendasi Sckretariat Kabinet atas
rericana kebijjakan kementerian/lembaga dalam
bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang
perlu mendapatkan persetujuan Presiden yang
ditindaklanjuti oleh  Presiden/Menteri/Kepala
Lembaga

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas
rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam
bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang
perlu mendapatkan persetujuan Presiden yang
disampaikann kepada Presiden/Menteri/Kepala
Lembaga

x 100%

2. Tervujudnya...

peraturaﬁ
perubahan
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Terwujudnya hasil
pengendalian
penyelenggaraan
pemerintahan yang
berkualitas

g« 4 -

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

a. Persentase alternatif penyelesaian
masalah atas pelaksanaan kebijakan dan
program pemerintah yang mengalami
hambatan yang ditindaklanjuti

Keterangan

Kriteria yang digunakan untuk menetapkan telah
ditindaklanjuti yaitu:

Alternatif penyelesaian masalah yang disampaikan Sekretariat
Kabinet digunakan sebagai dasar bertindak Presiden, Menteri
dan/atau Kepala  Lembaga  untuk  menyelesaikan
permasalahan yang dihadapi.

Pengukuran IKU menggunakan fermulasi perhitungan:

Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas
pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah
yang mengalami hambatan yang ditindaklanjuti

oleh Presiden/Menteri/Kepala Lembaga
x 100%

Jumlah alternatif penyelesaian masalah oleh
Sekretariat Kabinet atas pelaksanaan kebijakan dan
program pemerintah yang mengalami hambatan
yvang disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala
Lembaga

b. Persentase hasil pemantauan, evaluasi,
dan pengendalian atas pelaksanaan
kebijakan dan program pemerintah yang
ditindaklanjuti

Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dapat
dilakukan terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan
suatu kebijakan atau program pemerintah.

Sekretariat...
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Keterangan

Sekretariat Kabinet melakukan pengendalian dalam arti melakukan
koreksi atas kekurangan dan penyimpangan dalam pelaksanaan
program dan memberikan rekomendasi kepada Presiden untuk
meluruskan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah,

Kriteria penentuan hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian
telah ditindaklanjuti yaitu:

Rekomendasi di dalam laporan hasil pemantauan, evaluasi, dan
pengendalian digunakan sebagai masukan (feedback) atan dasar
pemberian sanksi oleh Presiden/Menteri/Kepala Lembaga dalam
rangka mengevaluasi atau mengoreksi pelaksanaan kebijakan dan
program pemerintah yang perlu diperbaiki.

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil
pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas
pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang
ditindaklanjuti oleh Presiden/Menteri/Kepala Lembaga

x 100%

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil
pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas
pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang
disampaikan kepada Presiden/Menteri/ Kepala Lembaga

3. Terwujudnya...
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Sasaran Strategis Keterangan
3. | Terwujudnya a. Persentase tingkat kepuasan pengelolaan | Tingkat kepuasan diperoleh dari hasil survei yang diadakan
penyelenggaraan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan secara berkala dengan cara membagikan kuesioner kepada
dukungan kerja kabinet yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh responden peserta sidang kabinet yang terdiri atas Menteri
vang berkualitas _Presiden dan/atau Wakil Presiden Kabinet Kerja dan Pejabat Setingkat Menteri; Pimpinan

Lembaga Pemerintah Non Kementerian; Pejabat Eselon 1
Kementerian/Lembaga; dan Pejabat Lainnya.

Kuesioner survei secara umum akan berisi pertanyaan terkait
opini responden terhadap suatu pernyvataan dengan
menggunakan skala likert.

Interpretasi persentase kepuasan yang digunakan yaitu:

B?bf , Ni{ai Indeks Predikat
(Sko:'l ;;::epsi) Persentase e
4 81,25% - 100% | Sangat memuaskan
3 62,5% - 81,24% Memuaskan
2 43,75% - 62,4% | Cukup memuaskan
1 25% - 43,74% | Kurang memuaskan

Pengulkuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

Jumlah total skor persepsi responden
x 100%

Jumlah responden

b. Persentase...
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b. Persentase naskah kepresidenan
yang dimanfaatkan

Keterangan

Naskah dokumen kepresidenan dimaksud dapat berupa:

a. Surat Presiden kepada kepala negara sahabat/pemerintahan
negara-negara sahabat atau kepala organisasi internasional;

b. Surat Presiden kepada Ketua DPR Rl mengenai permohonan
pertimbangan terkait pencalonan Duta Besar untuk negara
sahabat dan pencalonan Duta Besar negara sahabat untuk
Republik Indonesia,

c. Surat Kepercayaan {Letter of Crederce) dan surat penarikan
kembali {Letter of Recall) Duta Besar RI untuk negara sahabat;

d. Surat Tauliah (Letter of Commission} konsul
jenderal/konsul/konsul kehormatan RI di luar negeri; dan

€. Surat Pengakuan {Exequatur) bagi konsul
jenderal/konsul/konsul kehormatan negara sahabat di
Indonesia.

Dimanfaatlkan berarti:

Dokumen naskah kepresidenan yang disiapkan Sekretariat
Kabinet ditandatangani oleh Presiden dan menjadi naskah resmi
kepresidenan.

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

Jumlah naskah Kepresidenan yang dimanfaatkan
oleh Presiden

Jumlah naskah Kepresidenan yang disampaikan
kepada Presiden

x 100%

4. Terwujudnya...
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Terwujudnya tata kelola
pemerintahan yang baik
di lingkungan Sekretariat
Kabinet
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a. Persentase tingkat kepuasan
Kementerian / Lembaga (Instansi
pengusul) atas pelayanan
penyelesaian administrasi terkait
pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian Jabatan Pimpinan
Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan
Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya
hasil sidang Tim Penilai Akhir

Keterangan

Tingkat kepuasan diukur dengan melaksanakan survei tingkat
kepuasan atas pelayanan penyelesaian administrasi terkait
pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan
Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya
hasil sidang Tim Penilai Akhir (TPA} dengan membagikan kuesioner
kepada responden berasal dari Kementerian/Lembaga (Instansi
pengusul).

Perhitungan kepuasan dilaksanakan dengan menilai proses
pelayanan dukungan teknis dan administrasi sidang TPA sejak
pengusulan, pemberitahuan waktu sidang, sampai dengan
penyerahan keputusan Presiden terkait pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama,
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan pejabat lainnya kepada
Kementerian / Lembaga terkait.

Pengulkuran JKU menggunakan formulasi perhitungan:
Jumlah total skor persepsi responden

x 100%
Jumlah responden

b. Persentase tingkat kepuasan pada
layanan pembinaan jabatan
fungsicnal penerjemah

Tingkat kepuasan diukur melalui survei kepada para Pejabat
Fungsional Penerjemah atau bagian pengembangan sumber daya
manusia dari instansi pusat dan daerah di seluruh Indonesia
terkait layanan pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional
penerjemah yang dilaksanakan secara periodik.

c. Indeks...
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¢. Indeks Reformasi Birokrasi
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Keterangan

Realisasi diukur berdasarkan hasil penilaian Reformasi Birokrasi
(RB) yang diberikan Kementerian PANRB terhadap pelaksanaan
RB Sekretariat Kabinet, dengan persentase realisasi mengikuti

_skor penilaian,

Kategori hasil penilaian pelaksanaan RB adalah sebagai berikut: '

Kategori Nilai Predikat
AA »>90-100 | Istimewa
A >80-90 | Sangat Baik
BB >70-80 | Baik
B >60-70 | Cukup Baik |
CcC »50-60 | Cukup
C >30-50 | Buruk
D 0-30 Sangat Buruk

d. Opini...
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IKU Keterangan

d. Opini Badan Pemeriksa Keuangan Pengawasan oleh pihak eksternal dilaksanakan oleh BPK dengan

terhadap laporan keuangan memberikan opini. Opini merupakan pernyataan resmi yang
merupakan simpulan pemeriksa terhadap tingkat kewajaran
informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Realisasi diukur berdasarkan opini yang diberikan BPK terhadap
Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet, dengan melakukan
kuantifikasi realisasi ke dalam persentase guna memudahkan
dalam perhitungan capaian kinerja.

Persentase realisasi berdasarkan opini BPK adalah sebagai

berikut:
Kriteria Opini Persentase Realisasi
Wajar Tanpa Pengecualian 100%
Wajar Dengan Pengecualian 80%
Tidak Wajar 60%
Tidalk Memberikan Opini 40%

e. Persentase...
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Keterangan

Persentase tingkat kepuasan
penyebarluasan informasi terkait
kegiatan kabinet

Tingkat kepuasan penyebarluasan informasi terkait kegiatan
kabinet diperoleh dari hasil survei dengan cara membagikan
kuesioner kepada responden yang berasal dari
Kementerian/Lembaga atau dari masyarakat umum,

Survei dilaksanakan dengan menggunakan skala likert, dan
interpretasi persentase kepuasan yang diguanakan yaitu:

Bobot Nilai
Interval Pe‘:‘s‘iilt‘:se Predikat
{Skor Persepsi)
4 81,25% - 100% | Sangat memuaskan
3 62,5% - 81,24% Memuaskan
2 43,75% - 62,4% | Cukup memuaskan
1l 25% - 43,74% Kurang memuaskan |

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

Jumlah total skor persepsi responden
x 100%

Jumliah responden

SEKRETARIS KABINET

REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

PRAMONO ANUNG




LAMPIRAN II
e 2% PERATURAN SEKRETARIS KABINET

mmmm"';s” REPUBLIK INDONESIA
?mpum,m mggzgﬁr NOMOR : 5 TAHUN 2021

TANGGAL : 23 JUNI 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN SEKRETARIAT KABINET DAN
UNIT KERJA DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN SEKRETARIAT KABINET

1.
2,

Nama Qrganisasi : Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Sckretariat Kabinet

Tugas : Membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan manajemen kabinet di bidang politik,

hukum, dan keamanan

Fungsi

a.

b.

Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan;

Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan yang mengalami
hambatan;

Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan,

. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di

bidang politik, hukum, dan keamanan yvang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;

Penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang politik, hukum,
dan keamanan;

Penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden
di bidang politik, hukum, dan keamanan; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet.

4, Indikator...



4, Indikator Kinerja Utama:

Sasaran Strategis

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

.

Keterangan

1. | Terwujudnya rekomendasi
kebijakan yvang berkualitas
di bidang politik, hukum,
dan keamanan

a. Perseniase rekomendasi atas
rencana kebijakan dan program
pemerintah di bidang politik,
hukum, dan keamanan yang
dimanfaatkan

IKU digunakan untuk mengukur kinerja Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan dalam penyiapan rekomendasi kebijakan yang berkualitas
kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga terkait rencana
kebijakan dan program pemerintah; hasil pengamatan dan penyerapan
pandangan terhadap perkembangan umum; dan bahan substansi sidang
kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden
dan atau Wakil Presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Dimanfaatkan berarti:

Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga memanfaatkan rekomendasi
Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di
bidang politik, hukum dan keamanan, sesuai dengan kriteria pemanfaatan
pada IKU pertama Sasaran Strategis pertama tingkat Sekretariat Kabinet,

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan
dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan
yang dimanfaatkan Presiden/Menteri/Kepala Lembaga

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan
dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan
yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga

x 100%

b. Persentase...



No. Sasaran Strategis

b. Persentase

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

IKU

rekomendasi atas
rencana kebijakan kementerian/
lembaga dalam bentuk peraturan
menteri/kepala lembaga vyang
perlu mendapatkan persetujuan
Presiden di bidang politik,
hukum, dan keamanan yang
ditindaklanjuti

=3=

Keterangan

IKU digunakan untuk mengukur kinerja Deputi Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan dalam pengkajian dan pemberian rekomendasi atas
rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan
menteri/kepala lembaga di bidang politik, hukum, dan keamanan yang
perlu mendapatkan persetujuan Presiden.

Ditindaklanjuti berarti:

Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga menindaklanjuti
rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan
kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di
bidang politik, hukum, dan keamanan, yang perlu mendapat persetujuan
Presiden, sesuai dengan kriteria tindak lanjut pada IKU kedua Sasaran
Strategis pertama tingkat Sekretariat Kabinet.

Pengukuran [KU menggunakan formulasi perhitungan:

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan
kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala
lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang
politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti
Presiden /Menteri/Kepala Lembaga

x 100%
Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan ’

kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala
lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang
politik, hukum, dan keamanan yang disampaikan kepada
Presiden/Menteri/Kepala Lembaga

2. Terwujudnya...
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No. Sasaran Strategis

2. | Terwujudnya hasil
pengendalian
penyelenggaraan
pemerintahan yang
berkualitas di bidang
politik, hukum, dan
keamanan

a. Persentase

rekomendasi alternatif
penyelesaian masalah atas
pelaksanaan kebijakan dan program
pemerintah vang - mengalami
hambatan di bidang politik, hukum,
dan keamanan yang ditindaklanjuti

Keterangan

IKU digunakan untuk mengukur kinerja Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan
yvang berkualitas terkait penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan
dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan yang
mengalami hambatan.

Ditindaklanjuti berarti:

Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga menindaklanjuti alternatif
penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah
yang mengalami hambatan di bidang politik, hukum, dan keamanan, sesuai
dengan kriteria tindak lanjut pada IKU pertama Sasaran Strategis kedua
tingkat Sekretariat Kabinet.

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan
dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang politik,
hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti Presiden /Menteri/Kepala
Lembaga

x 100%
Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan

dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang politik,
hukum, dan keamanan yang disampaikan kepada
Presiden/Menteri/Kepala Lembaga

b. Persentase...



No.

Sasaran Strategis

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-5-

IKU

b. Persentase rekomendasi atas hasil
pemantauan, evaluasi, dan
pengendalian dalam pelaksanaan
kebijakan dan program pemerintah
di bidang politik, hukum, dan
keamanan yang ditindaklanjuti

Keterangan

IKU digunakan untuk mengukur kinerja Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan
vang berkualitas terkait pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam
pelaksanaan kebijjakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum,
dan keamanan.

Ditindaklanjuti berarti:

Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga menindaklanjuti rekomendasi
Sekretariat Kahinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian
dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik,
hukum, dan keamanan, sesuai dengan kriteria tindak lanjut pada IKU kedua
Sasaran Strategis kedua tingkat Sekretariat Kabinet.

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan,
evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan
program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan yang

ditindaklanjuti Presiden /Menteri/Kepala Lembaga 100
X (=}

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan,
evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan
program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan yang
disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga

B. INDIKATOR...



REPUBLIK INDONESIA

-6-

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

1. Nama Organisasi : Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri

2. Tugas : Melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah,

penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan,
pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan
pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala
lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan
penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau
pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pemerintahan dalam
negeri,

3. Fungsi :

a.
b.

Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri;

Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri yang mengalami
hambatan;

Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri;

. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di

bidang pemerintahan dalam negeri yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;

Penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pemerintahan
dalam negeri;

Penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden
di bidang pemerintahan dalam negeri; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
4. Indikator...



4, Indikator Kinerja Utama :

No.

1.

Sasaran Strategis

Terwujudnya
rekomendasi kebijakan
yang berkualitas di
bidang politik, hukum,
dan keamanan

SEKRE'TARIS KABINET

REPUBLIK INDONESIA
7.
IKU Keterangan
a. Persentase rekomendasi atas | [IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang

rencana kebijakan dan program
pemerintah di bidang pemerintahan
dalam negeri yang disetujui oleh
Sekretaris Kabinet

Pemerintahan Dalam Negeri dalam penyiapan rekomendasi kebijakan
yang berkualitas terkait rencana kebijakan dan program pemerintah;
hasil pengamatan dan  penyerapan pandangan  terhadap
perkembangan umum; dan bahan substansi sidang kabinet, rapat,
atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden
dan/atau Wakil Presiden di bidang pemerintahan dalam negeri.

Disetujui herarti:

Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memanfaatkan

rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program

pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri, dengan:

a. mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan
disampaikan kepada Presiden, Menteri, danjatau Kepala
Lembaga;

b. menyampaikan surat Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan kepada pimpinan di kementerian /lembaga (Eselon I).

Pengukuran...




No.

Sasaran Strategis

REPUBLIK INDONESIA

IKU

-8-

Keterangan

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan
dan program pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri

vang disetujui untuk disampaikan kepada stakeholders
x 100%

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan
dan program pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri
yang dimanfaatkan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan dalam rckomendasi yang diajukan kepada Sekretaris
Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon [}

b. Persentase

rekomendasi atas
rencana kebijakan kementerian/

lembaga dalam bentuk
peraturan menteri/kepala
lembaga yang perlu
mendapatkan persetujuan
Presiden di bidang

pemerintahan dalam negeri yang
disetujui oleh Sekretaris Kabinet

IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang
Pemerintahan Dalam Negeri dalam pengkajian dan pemberian rekomendasi
atas rencana Kkebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan
menteri/kepala lembaga di bidang pemerintahan dalam negeri yang perlu
mendapatkan persetujuan Presiden.

Disetujui berarti:

Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memanfaatkan rekomendasi
Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementrian/lembaga dalam
bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pemerintahan dalam
negeri yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, dengan mengajukan
kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada
Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga.

Pengukuran...



No. Sasaran Strategis

2. | Terwujudnya hasil
pengendalian
penyelenggaraan
pemerintahan yang
berkualitas di bidang
politik, hukum, dan
keamanan

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

O-

Keterangan

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan
kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga
yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pemerintahan
dalam negeri yang disetujui untuk disampaikan kepada stakeholders

x 100%

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana Lkebijakan
kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga
yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pemerintahan
dalam negeri yang dimanfaatkan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan dalam rekomendasi yvang diajukan kepada Sekretaris
Kabinet

a. Persentase

rekomendasi
alternatif penyelesaian
masalah atas pelaksanaan
kebijakan dan program
pemerintah yang mengalami
hambatan di bidang
pemerintahan dalam mnegeri
yang disetujui oleh Sekretaris
Kabinet

IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Pemecrintahan
Dalam Negeri dalam penyiapan analisis dan pengeolahan rekomendasi kebijakan
yvang herkualitas terkait penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan
program pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri yang mengalami
hambatan.

Disetujui berarti:

Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memanfaatkan alternatif
penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang
mengalami hambatan di bidang pemerintahan dalam negeri, dengan:
a. mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan
kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;

b. menyampaikan...




No. Sasaran Strategis

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESILA

IKU
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Keterangan

b. menyampaikan surat Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan kepada
pimpinan di kementerian /lembaga (Eselon 1),

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan
dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang
pemerintahan dalam negeri yang disetujui untuk disampaikan kepada
stakeholders

Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan
dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang
pemerintahan dalam negeri yang dimanfaatkan Deputi Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan dalam rekomendasi yang diajukan kepada
Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon
I)

x 100%

b. Persentase rekomendasi
hasil pemantauan, evaluasi,
dan  pengendalian atas
pelaksanaan kebijakan dan
program  pemerintah  di
bidang pemerintahan dalam
negeri yang disetujui oleh
Sekretaris Kabinet

IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Pemerintahan
Dalam Negeri dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan
yang berkualitas terkait pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas
pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pemerintahan dalam
negeri.

Disetujui berarti:

Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memanfaatkan rekomendasi
Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas
pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pemerintahan dalam
negeri, dengan:

a. mengajukan.,,
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No. Sasaran Strategis Keterangan

a. mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan
kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;

b. menyampaikan surat Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan kepada
pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I).

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan,
evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program
pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri yang disetujui
untuk disampaikan kepada stakeholders

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan,
evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program
pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri yang dimanfaatkan
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam rekomendasi
yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di
kementerian /lembaga (Eselon )

x 100%

C. INDIKATOR...



=
SRl enp
R 7]

SEKRETARIQ KABINET
REPUBLIK INDONESLA

-12-

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, DAN APARATUR NEGARA

1. Nama Organisasi :  Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara

2. Tugas : Melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program

pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami
hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah,
pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan
menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil
pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang
kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang
hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara,

3. Fungsi :

a.

b.

Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan
aparatur negara;
Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara

yang mengalami hambatan;

. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan

aparatur negara;

. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di

bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;

. Penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang hukum, hak asasi

manusia, dan aparatur negara;
Penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden
di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara; dan

. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

4. Indikator...



4. Indikator Kinerja Utama :

No.

1.

Sasaran Strategis

Terwujudnya rekomendasi
kebijakan yang berkualitas
di bidang politik, hukum,
dan keamanan

SEKRETARIS KABINET

rencana kebijakan dan program
pemerintah di bidang hukum, hak
asasi manusia, dan aparatur
negara yang disetujui  oleh
Sekretaris Kabinet

REPUBLIK INDONESIA
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IKU Keterangan
a. Persentase  rekomendasi  atas | IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang

Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara dalam penyiapan
rekomendasi kebijakean yang berkualitas terkait rencana kebijakan
dan program pemerintah; hasil pengamatan dan penyerapan
pandangan terhadap perkembangan umum; dan bahan substansi
sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atan
dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hukum, hak
asasi manusia, dan aparatur negara.

Disetujui berarti:

Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memanfaatkan

rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program

pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur
negara, dengan:

a. mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan
disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala
Lembaga,

b. menyampaikan surat Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I}.

Pengukuran...




No.

Sasaran Strategis

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

IKU

-14-

Keterangan

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan
dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan
aparatur negara yang disetujui untuk disampaikan kepada
stakeholders

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kahinet atas rencana kebijakan
dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan
aparatur negara yang dimanfaatkan Deputi Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan dalam rekomendasi yang digjukan kepada
Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga
(Eselon 1)

x 100%

b. Persentase rekomendasi atas

rencana kebijakan
kementerian/lembaga dalam
bentuk peraturan
menteri/kepala lembaga

yang perlu mendapatkan
persetujuan  Presiden di
bidang hukum, hak asasi
manusia, dan aparatur
negara yang disetujui oleh
Sekretaris Kabinet

IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak
Asasi Manusia, dan Aparatur Negara dalam pengkajian dan pemberian
rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk
peraturan menteri/kepala lembaga di bidang hukum, hak asasi manusia, dan
aparatur negara yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden.

Disetujui berarti:

Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menindaklanjuti rekomendasi
Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam
bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang hukum, hak asasi
manusia, dan aparatur negara yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden,
dengan mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan
disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga.

Pengukuran...
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Keterangan

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan
kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala
lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang
hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui untuk

disampaikan kepada stakeholders % 100%

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan
kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala
lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang
hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang dimanfaatkan
Deputi Bidang Polittk, Hukum, dan Keamanan dalam rekomendasi

yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet

Terwujudnya hasil
pengendalian
penyelenggaraan
pemerintahan yang
berkualitas di bidang
politik, hukum, dan
keamanan

. Persentase

rekomendasi
penyelesaian
masalah atas pelaksanaan
kebijakan dan program
pemerintah yang mengalami
hambatan di bidang hukum,
hak asasi manusia, dan
aparatur negara yang disetujui
oleh Sekretaris Kabinet

alternatif

IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi
Manusia, dan Aparatur Negara dalam penyiapan analisis dan pengolahan
rekomendasi kebijakan vang berkualitas terkait penyelesaian masalah atas
pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi
manusia, dan aparatur negara yang mengalami hambatan,

Disetujui berarti:

Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memanfaatkan alternatif
penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang
mengalami hambatan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara,
dengan:

a. mengajukan...
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No. Sasaran Strategis

. Persentase

rekomendasi
pemantauan, evaluasi, dan
pengendalian atas  pelaksanaan
kebijakan dan program pemerintah di
bidang hukum, hak asasi manusia,
dan aparatur negara vang disetujui
oleh Sekretaris Kabinet

hasil

Keterangan

a. mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan
kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;

b. menyampaikan surat Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I).

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan

dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang

hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui

tuk di aikan kepada stakeholders
untuk disamp ep < 100%

Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan
dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang
hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang
dimanfaatkan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam
rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau
pimpinan di kementerian /lembaga (Eselon )

IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Hukum,
Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara dalam penyiapan analisis dan
pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait pemantauan,
evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program
pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara.

Disetujui...
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Keterangan

Disetujui berarti:

Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memanfaatkan rekomendasi
Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas
pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi
manusia, dan aparatur negara, dengan:

a. mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan
kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;

b. menyampaikan surat Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan kepada
pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I).

Pengukuran JKU menggunakan formulasi perhitungan:

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan,
evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebjjakan dan
program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan
aparatur negara yang disetujui untuk disampaikan kepada
stakeholders

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan,
evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan
program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan
aparatur negara yang dimanfaatkan Deputi Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris
Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Esclon I}

x 100%

D. INDIKATOR...
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D. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG HUBUNGAN INTERNASIONAL

1.
2.

Nama Organisasi . Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional
Tugas ©  Melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah,

penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan,
pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan
pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala
lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan
penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau
pertemuan yang dipimpin dan/atan dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hubungan
internasional.

Fungsi :

a.
. Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional yang mengalami hambatan,

b
C.
d

Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional;

Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional;

. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga

di bidang hubungan internasional yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;

. Penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang hubungan

internasional;
Penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil

Presiden di bidang hubungan internasional; dan

. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

4. Indikator...
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No.

1.

Sasaran Strategis

Terwujudnya rekomendasi
kebijakan yang berkualitas di
bidang politik, hukum, dan
keamanan
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IKU

a. Persentase rekomendasi atas

rencana kebijakan dan
program pemerintabh di bidang

hubungan internasional yang
disetujui oleh Sekretaris
Kabinet

Keterangan

IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang
Hubungan Internasional dalam penyiapan rekomendasi kebijakan
yang berkualitas terkait rencana kebijakan dan program pemerintah;
hasil pengamatan dan  penyerapan pandangan  terhadap
perkembangan umum; dan bahan substansi sidang kahinet, rapat,
atan pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden
dan fatan Wakil Presiden di bidang hubungan internasional.

Disetujui berarti:

Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memanfaatkan

rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program

pemerintah di bidang hubungan internasional, dengan:

a. mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan
disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala
Lembaga;

b. menyampaikan surat Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I).

Pengukuran...
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Keterangan

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan
dan program pemerintah di bidang hubungan internasional yang

disetujui untuk disampaikan kepada stakeholders
x 100%

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan
dan program pemerintah di bidang hubungan internasional yang
dimanfaatkan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam
rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet cla.n Jatau
pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon Ij

b. Persentase

rekomendasi
atas rencana kebijakan
kementerian /lembaga

dalam bentuk peraturan
menteri/kepala lembaga
yang perlu mendapatkan
persetujuan Presiden di
bidang hubungan
internasional yang disetujui
oleh Sekretaris Kabinet

IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Hubungan
Internasional dalam pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana
kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala
lembaga di bidang hubungan internasional yang perlu mendapatkan persetujuan
Presiden.

Disetujui berarti:

Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memanfaatkan rekomendasi
Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk
peraturan menteri/kepala lembaga di bidang hubungan internasional yang perlu
mendapatkan persetujuan Presiden, dengan mengajukan kepada Sekretaris
Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/ataun
Kepala Lembaga.

Pengukuran...
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Keterangan

Pengulkuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan
kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala
lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang
hubungan internasional yang disetujui untuk disampaikan kepada
stakeholders

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan
kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala
lembaga vang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang
hubungan internasional yang dimanfaatkan Deputi Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan dalam rekomendasi yang diajukan kepada
Sekretaris Kabinet

x 100%

Terwujudnya hasil
pengendalian
penyelenggaraan
pemerintahan yang
berkualitas di bidang
politik, hukum, dan
keamanan

a, Persentase rekomendasi alternatif

penyelesaian masalah atas
pelaksanaan kebijakan dan
program pemerintah yang
mengalami hambatan di bidang
hubungan  internasional vang

disetujui oleh Sekretaris Kabinet

IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Hubungan
Internasional dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi
kebijakan yang berkualitas terkait penyelesaian masalah atas pelaksanaan
kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional yang
mengalami hambatan.

Disetujui berarti:

Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memanfaatkan alternatif

penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah
yang mengalami hambatan di bidang hubungan internasional, dengan:

a. mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan
kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga:

b. menyampaikan...
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Keterangan

b. menyampaikan surat Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I).

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan
dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang
hubungan internasional yang disetujui untuk disampaikan kepada
stakeholders

x 100%
Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan

dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang
hubungan internasional yang dimanfaatkan Deputi Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan dalam rekomendasi yang diajukan kepada
Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga
(Eselon I)

b. Persentase rekomendasi hasil

pemantauan, evaluasi, dan
pengendalian atas pelaksanaan
kebijakan dan program
pemerintah di bidang

hubungan internasional yang
disetujui oleh Sekretaris
Kabinet

IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Hubungan
Internasional dalam penyiapan analisis dan penhgolahan rekomendasi
kebijakan yang berkualitas terkait pemantauan, evaluasi, dan pengendalian
atas pelaksanaan kebijjakan dan program pemerintah di bidang hubungan
internasional.

Disetujui berarti:
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memanfaatkan rekomendasi
Sekretariat Kabinet atas hasil pemantavan, evaluasi, dan pengendalian atas

pelaksanaan kebjjakan dan program pemerintah di bidang hubungan
internasional, dengan:

a. mengajukan...
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a. mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan
disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;

b. menyampaikan surat Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I}.

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas Thasil
pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan
kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan
internasional yang disetujui untuk disampaikan kepada
stakeholders % 100%

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil
pemantaunan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan
kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan
internasional yang dimanfaatkan Deputi Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan dalam reckomendasi yang diajukan
kepada  Sekretaris Kabinet dan/atau  pimpinan di
kementerian /lembaga (Eselon I)

E. INDIKATOR..,
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E. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG PERTAHANAN, KEAMANAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA

1. Nama Organisasi : Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika
2. Tugas : Melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebjjakan dan program

pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijjakan dan program pemerintah yang mengalami
hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah,
pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan
menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil
pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang
kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri cleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang
pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika.

3. Fungsi :

a.
b.

C.

Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi,
dan informatika;

Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahahan, keamanan, komunikasi, dan informatika
yang mengalami hambatan;

Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan,
komunikasi, dan informatika;

. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di

bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;

Penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pertahanan,
keamanan, komunikasi, dan infermatika;

Penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atan dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden
di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika;

. Pelaksanaan fasilitasi operasional dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Deputi Bidang

Politik, Hukum, dan Keamanan; dan

. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

4. Indikator...
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No.

1.

Sasaran Strategis

Terwujudnya
rekomendasi kebijakan
yang berkualitas di
bidang politik, hukum,
dan keamanan

SEKRETARIS KABINET

rencana kebijakan dan program
pemerintah di bidang pertahanan,
keamanan, komunikasi, dan infor-
matika  yang disetujui oleh
Sekretaris Kabinet
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IKU Keterangan
. Persentase rekomendasi atas | [IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang

Pertahanan, Keamanan, Xomunikasi, dan Informatika dalam
penyiapan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait rencana
kebijakan dan program pemerintah; hasil pengamatan dan penyerapan
pandangan terhadap perkembangan umum; dan bahan substansi
sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau
dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pertahanan,
keamanan, komunikasi, dan informatika.

Disetujui berarti:

Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memanfaatkan

rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program

pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan

informatika, dengan:

a. mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan
disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;

b, menyampaikan surat Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I).

Pengukuran...




No.

Sasaran Strategis

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

IKU

-26-

Keterangan

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan
dan program pemerintah di bhidang pertahanan, keamanan,
komunikasi, dan informatika yang disetujui untuk disampaikan

hold
kepada stakeholders x 100%

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan
dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan,
komunikasi, dan informatika yang dimanfaatkan Deputi Bidang
Politik, Hukum, dan Keamanan dalam rekomendasi yang digjukan
kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di
kementerian/lembaga (Eselon I)

. Persentase rekomendasi atas
rencana kebijakan
kementerian /lembaga dalam
bentuk peraturan

menteri/kepala lembaga yang
perlu mendapatkan persetujuan
Presiden di bidang pertahanan,
keamanan, komunikasi, dan
informatika yang disetujui oleh
Sekretaris Kabinet

IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan,
Keamanan, Komunikasi, dan Informatika dalam pengkajian dan pemberian
rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk
peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pertahanan, keamanan,
komunikasi, dan informatika yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden.

Disetujui berarti:

Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memanfaatkan rekomendasi
Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kemenerian/lembaga dalam
bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pertahanan, keamanan,
komunikasi, dan informatika yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden,
dengan mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan
disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan /atau Kepala Lembaga.

Pengukuran...
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Keterangan

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan
kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menterif/kepala lembaga yang
perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pertahanan, keamanan,
komunikasi, dan informatika yang disetujui disetujui untuk disampaikan
kepada stakeholders

Jumiah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan
kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang
perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pertahanan, keamanan,
komunikasi, dan informatika yang dimanfaatkan Deputi Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris
Kabinet

x 100%

2. Terwujudnya hasil
pengendalian
penyelenggaraan
pemerintahan yang
berkualitas di bidang
politik, hukum, dan
keamanan

a. Persentase

rekomendasi
alternatif penyelesaian
masalah atas pelaksanaan
kebijakan dan  program
pemerintah yang mengalami
hambatan di bidang
pertahanan, keamanan,
komunikasi, dan informatika
yang disetujui oleh
Sekretaris Kabinet

IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan,
Keamanan, Komunikasi, dan Informatika dalam penyiapan analisis dan pengolahan
rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait penyelesaian masalah atas
pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan,
komunikasi, dan informatika yang mengalami hambatan,

Disetujui berarti:
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memanfaatkan alternatif
penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang

mengalami hambatan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan
informatika, dengan:

a. mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada
Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;

b. menyampaikan...
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Keterangan

b. menyampaikan surat Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan kepada
pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I).

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan
program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pertahanan,
keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui untuk
disampaikan kepada. stakeholders

100%
Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan * ’

program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pertahanan,
keamanan, komunikasi, dan informatika yang dimanfaatkan Deputi
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam rekomendasi yang digjukan
kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga
(Eselon I}

b. Persentase

rekomendasi
hasil pemantauan,
evaluasi, dan pengendalian
atas pelaksanaan kebijakan
dan program pemerintah di
bidang pertahanan,
keamanan, komunikasi,
dan  informatika  yang
disetujui oleh Sekretaris
Kabinet

IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan,
Komunikasi, dan Informatika dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi
kebijakan yang berkualitas terkait pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas
pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan,
komunikasi, dan informatika.

Disetujui berarti:
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memanfaatkan rekomendasi Sekretariat
Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan

dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan
informatika, dengan:

a, mengajukan...
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a. mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada
Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;
b. menyampaikan surat Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan kepada

pimpinan di kementerian/lembaga (Eseclon I).

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi,
dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di
bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui
untuk disampaikan kepada stakeholders

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi,
dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di
bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang
dimanfaatkan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam
rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan
di kementerian/lembaga (Eselon I)

x 100%

SEKRETARIS KABINET

REPUBLIK INDONESIA,
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LAMPIRAN III

PERATURAN SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 5 TAHUN 2021
TANGGAL : 23 JUNI 2021

REPUBLIK INDONESIA

INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG PEREKONOMIAN SEKRETARIAT KABINET DAN
UNIT KERJA DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG PEREKONOMIAN

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG PEREKONOMIAN SEKRETARIAT KABINET
1. Nama Organisasi - : Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet

2. Tugas : Membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan manajemen kabinet di bidang
perekonomian

3. Fungsi

Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian;

. Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian yang mengalami hambatan;

Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian;

. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di

bidang perekonomian yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;

Penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang perekonomian;

f. Penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden
di bidang perekonomian; dan

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet.

N T <

o

4. Indikator...
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kebijakan yang berkualitas
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a. Persentase rekomendasi atas
rencana kebijakan dan program
pemerintah di bidang
perekonomian yang dimanfaatkan

Keterangan

IKU digunakan untuk mengukur kinerja Deputi Bidang Perekonomian
dalam penyiapan rekomendasi kebijakan yang berkualitas kepada
Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga terkait rencana kebijakan
dan program pemerintah; hasil pengamatan dan penyerapan pandangan
terhadap perkembangan umum; dan bahan substansi sidang kabinet,
rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan
atau Wakil Presiden di bidang perekonomian.

Dimanfaatkan berarti:

Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga memanfaatkan rekomendasi
Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di
bidang perekonomian, sesuai dengan kriteria pemanfaatan pada IKU
pertama Sasaran Strategis pertama tingkat Sekretariat Kabinet,

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana
kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian
yang dimanfaatkan Presiden/Menteri/Kepala Lembaga

x 100%
Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana
kebijjakan dan program pemerintah di bidang perekonomian

yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga

b. Persentase...
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rekomendasi atas
rencana kebijakan
kementerian /lembaga dalam
bentuk peraturan menteri/kepala
lembaga yang perlu mendapatkan
persetujuan Presiden di bidang
perekonomian yang ditindaklanjuti

Keterangan

IKU digunakan untuk mengukur kinerja Deputi Bidang Perekonomian
dalam pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan
kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga
di bidang perekonomian yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden,

Ditindaklanjuti berarti:

Presiden, Menteri, danjatau Kepala Lembaga menindaklanjuti
rekomendasi  Sekretariat Kabinet atas rencana  kebijakan
kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga
di bidang perekonomian yang perlu mendapat persetujuan Presiden,

sesuai dengan kriteria tindak lanjut pada IKU kedua Sasaran Strategis
pertama tingkat Sekretariat Kabinet,

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana
kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan
menteri/kepala lembaga vang perlu mendapatkan
persetujuan Presiden di bidang perekonomian yang
ditindaklanjuti Presiden/Menteri/Kepala Lembaga

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana
kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan
menteri/kepala lembaga yang perlu  mendapatkan
persetujuan Presiden di bidang perekonomian yang
disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga.

x 100%

2. Terwujudnya...
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2. | Terwujudnya hasil a, Persentase rekomendasi alternatif | IKU digunakan untuk mengukur kinerja Deputi Bidang Perekonomian dalam
pengendalian penyelesaian masalah atas | penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas
penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan dan program | terkait penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program
pemerintahan yang pemerintah yang mengalami | pemerintah di bidang perckonomian yang mengalami hambatan, -
berkualltas. di bidang hambgtgn di bi_dapg perekonomian Ditindaklanjuti berarti:
perekonomian yang ditindaklanjuti

Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga menindaklanjuti alternatif
penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah
yvang mengalami hambatan di bidang perekonomian, sesuai dengan kriteria
tindak lanjut pada IKU pertama Sasaran Strategis kedua tingkat Sekretariat
Kabinet.

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan
dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang
perekonomian yang ditindaklanjuti  Presiden/Menteri/Kepala

Lembaga
a8 x 100%

Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan
dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang
perekonomian yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala
Lembaga

b. Persentase...
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b. Persentase rekomendasi atas hasil | IKU digunakan untuk mengukur kinerja Deputi Bidang Perckonomian dalam
pemantauan, evaluasi, dan | penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas
pengendalian dalam pelaksanaan | terkait pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan
kebijakan dan program pemerintah | kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian.

d@ ) bidang‘ .perekonomian Yang | pitindaklanjuti berarti:
ditindaklanjuti

Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga menindaklanjuti rekomendasi

Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian

dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di  bidang

perekonomian, sesuai dengan kriteria tindak lanjut pada IKU kedua Sasaran

Strategis kedua tingkat Sekretariat Kabinet.

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas  Thasil
pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan
kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian
yang ditindaklanjuti Presiden/Menteri/Kepala Lembaga

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas  hasil
pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan
kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian
yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga

x 100%

B. . INDIKATOR...
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B. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG EKONOMI MAKRQO, PERENCANAAN PEMBANGUNAN, DAN PENGEMBANGAN IKLIM

USAHA
1. Nama Organisasi : Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan lklim Usaha
Tugas : Melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah,
penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijjakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan,
pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan
pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala
lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan
penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau
pertemuan yang dipimpin dan/fatau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang ekonomi makro,
perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha.
3. Fungsi :
a. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi makro, perencanaan

b.

pembangunan, dan pengembangan iklim usaha;
Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan
pengembangan iklim usaha yang mengalami hambatan;

. Pemantanan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi makro, perencanaan

pembangunan, dan pengembangan iklim usaha;

. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di

bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;

Penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang ¢konomi makro,
perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha,;

Penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden
di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Perekonomian,
4. Indikator...
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1. | Terwujudnya
rekomendasi
kebijakan yang
berkualitas di bidang
perckonomian

. Persentase rekomendasi atas
rencana kebijakan dan program
pemerintah di  bidang ekonomi
makro, perencanaan pembangunan,
dan pengembangan iklim wusaha
yang disetujui  oleh Sekretaris
Kabinet

IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Ekonomi

Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha dalam

penyiapan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait rencana

kebijakan dan program pemerintah; hasil pengamatan dan penyerapan

pandangan terhadap perkembangan umum; dan bahan substansi sidang

kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh

Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang ekonomi makro, perencanaan

pembangunan, dan pengembangan iklim usaha.

Disetujui berarti:

Deputi Bidang Perekonomian memanfaatkan rekomendasi Sekretariat

Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi

makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklimm usaha,

dengan:

a. mengajukan kepada Seckretaris Kabinet untuk disetujui dan
disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;

b. menyampaikan surat Deputi Bidang Perekonomian kepada pimpinan di
kementerian/lembaga (Eselon I).

Pengukuran...
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Keterangan

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan
program pemerintah di bidang ekonomi makro, perencanaan
pembangunan, dan pengembangan iklim usaha yang dlsetujm untuk
disampaikan kepada stakeholders

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan
program pemerintah di bidang ekonomi makre, perencanaan
pembangunan, dan pengembangan iklim usaha yang dimanfaatkan
Deputi Bidang Perckonomian dalam rekomendasi yang diajukan
kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga
{Eselon I)

x 100%

b. Persentase

rekomendasi  atas
rencana kebijakan
kementerian /lembaga dalam
bentuk peraturan menteri/kepala
lembaga yang perlu mendapat
persetujuan Presiden di bidang
ekonomi makro, perencanaan
pembangunan, dan pengembangan
iklim usaha yang disetujui oleh
Sekretaris Kabinet

[KU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Ekonomi
Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha dalam
pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan
kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di
bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim
usaha yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden.

Disetujui berarti:

Deputi Bidang Perekonomian memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet
atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan
menteri/kepala lembaga di bidang ekonomi makro, perencanaan
pembangunan, dan pengembangan iklim usaha yang perlu mendapatkan
persetujuan Presiden, dengan mengajukan kepada Sckretaris Kabinet untuk
disetujui dan disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga.

Pengukuran...




No. Sasaran Strategis

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

IKU

9.

Keterangan
Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan
kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga
yvang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang ekonomi makro,
perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha yang

disetujui untuk disampaikan kepada stakeholders
x 100%

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dalam
bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan
persetyjuan  Presiden di  bidang ekonomi makro, perencanaan
pembangunan, dan pengembangan iklim usaha yang dimanfaatkan
Deputi Bidang Perekonomian dalam rekomendasi yang diajukan kepada
Sekretaris Kabinet

2. | Terwujudnya hasil
pengendalian
penyelenggaraan
pemerintahan yang
berkualitas di bidang
perekonomian

a. Persentase

rekomendasi
alternatif penyelesaian masalah
atas pelaksanaan kebijakan dan
program pemerintah yang
mengalami hambatan di bidang
ekonomi makro, perencanaan
pembangunan, dan
pengembangan iklim usaha yang
disetujui oleh Sekretaris Kabinet

IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro,

Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha dalam penyiapan

analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait

penyclesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di

bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim

usaha yang mengalami hambatan.

Disetujui berarti:

Deputi Bidang Perekonomian memanfaatkan alternatif penyelesaian masalah atas

pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di

bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim

usaha, dengan:

a. mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan
kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;

b. menyampaikan...
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b. menyampaikan surat Deputi Bidang Perckonomian kepada pimpinan di

kementerian/lembaga (Eselon J).

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan
program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang ekonomi makro,
perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha yang disetujui
untuk disampaikan kepada stakeholders

Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan
program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang ekonomi makro,
perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim wusaha yang
dimanfaatkan Deputi Bidang Perckonomian dalam rekomendasi yang
diajukan  kepada  Sekretaris Kabinet dan/atan  pimpinan  di
kementerian/lembaga (Eselon I)

x 100%

b. Persentase

rekomendasi
hasil pemantauan, evaluasi,
dan  pengendalian  atas
pelaksanaan kebijakan dan
program  pemerintah  di
bidang ekonomi makro,
perencanaan pembangunan,
dan pengembangan iklim
usaha yang disetujui oleh
Sekretaris Kabinet

I[KU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro,
Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan lklim Usaha dalam penyiapan
analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait
pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program
pemerintah di  bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan
pengembangan iklim usaha.

Disetujui...
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No. Sasaran Strategis Keterangan

Disetujui berarti:

Deputi Bidang Perekonomian memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas

hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijjakan dan

program pemerintah di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan

pengembangan iklim usaha, dengan:

a. mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan
kepada Presiden, Menteri dan/atau Kepala Lembaga,;

b. menyampaikan surat Deputi Bidang Perekonomian kepada pimpinan di
kementerian /lembaga (Eselon I).

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan,
evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program
pemerintah di bidang ekohomi makro, perencanaan pembangunan, dan
pengembangan iklim usaha yang disetujui untuk disampaikan kepada
stakeholders

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan,
evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program
pemerintah di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan
pengembangan iklim usaha yang dimanfaatkan Deputi Bidang
Perekonomian dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris
Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I}

x 100%

C. INDIKATOR...
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C. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN KETENAGAKERJAAN

1. Nama Organisasi : Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan
2. Tugas : Melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijjakan dan program

pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami
hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah,
pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan
menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil
pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang
kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang
perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan.

3. Fungsi :

a.

b,

Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perdagangan, perindustrian, dan
ketenagakerjaan;
Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan

yang mengalami hambatan;

. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perdagangan, perindustrian, dan

ketenagakerjaan;

. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di

bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;

Penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang perdagangan,
perindustrian, dan ketenagakerjaan;

Penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden
di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan; dan

. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Perekonomian.

4. Indikator...
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Sasaran Strategis
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IKU

a. Persentase rekomendasi atas rencana
kebijakan dan program pemerintah di
bidang perdagangan, perindustrian,
dan ketenagakerjaan yang disetujui
oleh Sekretaris Kabinet

Keterangan

IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang
Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan dalam penyiapan
rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait rencana kebijakan dan
program pemerintah; hasil pengamatan dan penyerapan pandangan
terhadap perkembangan umum; dan bahan substansi sidang kabinet,
rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden
dan/atau Wakil Presiden di bidang perdagangan, perindustrian, dan
ketenagakerjaan.

Disetujui berarti:

Deputi Bidang Perekonomian memanfaatkan rekomendasi Sekretariat

Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang

perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan, dengan:

a. mengajukan kepada Seckretaris Kabinet untuk disetujui dan
disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;

b. menyampaikan surat Deputi Bidang Perekonomian kepada
pimpinan di kementerian /lembaga (Eselon I).

Pengukuran...
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Keterangan

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan
dan program pemerintah di bidang perdagangan, perindustrian,
dan ketenagakerjaan yang disetujui untuk disampaikan kepada
stakeholders

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan
dan program pemerintah di bidang perdagangan, perindustrian,
dan ketenagakerjaan yang dimanfaatkan Deputi Bidang
Perekonomian dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris
Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I}

x 100%

b. Persentase rekomendasi atas

rencana kebijakan
kementerian/lembaga  dalam
bentuk peraturan

menteri/kepala lembaga yang
perlu  mendapat persetujuan
Presiden di bidang
perdagangan, perindustrian,
dan  ketenagakerjaan  yang
disetujui oleh Sekretaris
Kabinet

IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Perdagangan,
Perindustrian, dan Ketenagakerjaan dalam pengkajian dan pemberian
rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk
peraturan menteri/kepala lembaga di bidang perdagangan, perindustrian, dan
ketenagakerjaan yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden.

Disetujui berarti:

Deputi Bidang Perekonomian memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet
atas rencana Kkebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan
menteri/kepala lembaga di bidang perdagangan, perindustrian, dan
ketenagakerjaan yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, dengan
mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada
Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga.

Pengukuran...
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Keterangan

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan
kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga
yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang perdagangan,
perindustrian, dan ketenagakerjaan yang disetujui untuk disampaikan
kepada stakeholders

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan
kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga
yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang perdagangan,
perindustrian, dan ketenagakerjaan yang dimanfaatkan Deputi Bidang
Perekonomian dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris
Kabinet

x 100%

2. | Terwujudnya hasil
pengendalian
penyelenggaraan
pemerintahan yang
berkualitas di
bidang
perekonomian

a. Persentase rekomendasi alternatif

penyelesaian masalah atas
pelaksanaan kebijakan dan
program pemerintah yang

mengalami hambatan di bidang
perdagangan, perindustrian, dan
ketenagakerjaan yang disetujui
oleh Sekretaris Kabinet

IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Perdagangan,

Perindustrian, dan Ketenagakerjaan dalam penyiapan analisis dan pengolahan

rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait penyelesaian masalah atas

pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perdagangan,

perindustrian, dan ketenagakerjaan yang mengalami hambatan.

Disetujui berarti:

Deputi Bidang Perekonomian memanfaatkan alternatif penyelesaian masalah

atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan

di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan, dengan:

a. mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetuyjui dan disampaikan
kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;

b. menyampaikan...
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Keterangan

b. menyampaikan surat Deputi Bidang Perekonomian kepada pimpinan di
kementerian/lembaga (Eselon I).

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan
dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang
perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang disetujui
untuk disampaikan kepada stakeholders

Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan
dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang
perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang dimanfaatkan
Deputi Bidang Perckonomian dalam rekomendasi yang diajukan
kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di
kementerian /lembaga (Eselon 1)

x 100%

b. Persentase

rekomendasi  hasil

pemantauan, evaluasi, dan
pengendalian atas pelaksanaan
kebijakan dan program
pemerintah di bidang

perdagangan, perindustrian, dan
ketenagakerjaan yang disetujui
oleh Sekretaris Kabinet

IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Perdagangan,
Perindustrian, dan Ketenagakerjaan dalam penyiapan analisis dan pengolahan
rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait pemantauan, evaluasi, dan
pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang
perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan.

Disetujui berarti:

Deputi Bidang Perckonomian memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet
atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan
dan program pemerintah di bidang perdagangan, perindustrian, dan
ketenagakerjaan, dengan:

a. mengajukan,..
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Keterangan

a. mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan
disampaikan kepada Presiden, Menteri dan/atau Kepala Lembaga;

b. menyampaikan surat Deputi Bidang Perckonomian kepada pimpinan

di kementerian/lembaga (Eselon I).
Pengukuran [KU menggunakan formulasi perhitungan:

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas  hasil
pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan
kebijakan dan program pemerintah di bidang perdagangan,
perindustrian, dan ketenagakerjaan yang disetujui untuk
disampaikan kepada stakeholders

Jumlah rekomendasi Seckretariat Kabinet atas hasil
pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan
kebijakan dan program pemerintah di bidang perdagangan,
perindustrian, dan ketenagakerjaan yang dimanfaatkan Deputi
Bidang Perckonomian dalam rekomendasi yang diajukan
kepada  Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan  di
kementerian /lembaga (Eselon I)

x 100%

D. INDIKATOR..,
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D. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN USAHA DAN WILAYAH

1. Nama Organisasi . Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah
2. Tugas : Melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah,

penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan,
pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan
pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala
lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan
penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau
pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pengembangan usaha
dan wilayah.

3. PFungsi :

a,
b.

Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pengembangan usaha dan wilayah;
Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pengembangan usaha dan wilayah yang mengalami
hambatan;

Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pengembangan usaha dan
wilayah;

. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga

di bidang pengembangan usaha dan wilayah yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;

Penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pengembangan
usaha dan wilayah;

Penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil
Presiden di bidang pengembangan usaha dan wilayah; dan

. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Perekonomian.

4. Indikator...
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1. Terwujudnya rekomendasi
kebijakan yang berkualitas
di bidang perekonomian

a. Persentase rekomendasi atas

rencana  kebijakan dan
program  pemerintah  di
bidang pengembangan usaha
dan wilayah yang disetujui
oleh Sekretaris Kabinet

Keterangan

IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Pengembangan
Usaha dan Wilayah dalam penyiapan rekomendasi kebijakan yang berkualitas
terkait rencana kebjjakan dan program pemerintah; hasil pengamatan dan
penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; dan bahan substansi
sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh
Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pengembangan usaha dan wilayah,

Disetujui berarti:

Deputi Bidang Perekonomian memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet

atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pengembangan

usaha dan wilayah, dengan:

a. mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan
kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;

b. menyampaikan surat Deputi Bidang Perekonomian kepada pimpinan di
kementerian /lembaga (Eselon I).

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan
program pemerintah di bidang pengembangan usaha dan wilayah yang

disetujui untuk disampaikan kepada stakeholders
x 100%

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan
program pemerintah di bidang pengembangan usaha dan wilayah yang
dimanfaatkan Deputi Bidang Perekonomian dalam rekomendasi yang
diajukan kepada  Sekretaris Kabinet dan/atan pimpinan di
kementerian/lembaga (Eselon I

b. Persentase,..
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b. Persentase rekomendasi  atas
rencana kebijjakan
kementerian /lembaga dalam

bentuk peraturan menteri/kepala
lembaga yang perlu mendapat
persetujuan Presiden di bidang
pengembangan usaha dan wilayah
yang disetujui oleh Sekretaris
Kabinet
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Keterangan

IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Pengembangan
Usaha dan Wilayah dalam pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana
kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala
lembaga di bidang pengembangan usaha dan wilayah yang perlu mendapatkan
persetujuan Presiden.

Disetujui berarti:

Deputi Bidang Perekonomian memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet
atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan
menteri/kepala lembaga di bidang pengembangan usaha dan wilayah yang
perlu mendapatkan persetujuan Presiden, dengan mengajukan kepada
Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri,
dan/atau Kepala Lembaga.

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan
kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala
lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang
pengembangan nsaha dan wilayah yang disetujui untuk disampaikan

kepada stakeholders % 100%

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan
kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala
lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang
pengembangan usaha dan wilayah yang dimanfaatkan Deputi Bidang
Perekonomian dalam rekomendasi vang diajukan kepada Seckretaris
Kabhinet

2. Terwujudnya...
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2. | Terwujudnya hasil
pengendalian
penyelenggaraan

pemerintahan yang
berkualitas di bidang
perekonomian

SEKRETARIS KABINET

alternatif penyelesaian masalah
atas pelaksanaan kebijakan dan
program  pemerintah  yang
mengalami hambatan di bidang
pengembangan  usaha  dan
wilayah yang disetujui oleh
Sekretaris Kabinet

REPUBLIK INDONESIA
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IKU Keterangan
a. Persentase rekomendasi | IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Pengembangan

Usaha dan Wilayah dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi

kebijakan yang berkualitas terkait penyelesaian masalah atas pelaksanaan

kebijakan dan program pemerintah di bidang pengembangan usaha dan wilayah

yang mengalami hambatan.

Disetujui berarti:

Deputi Bidang Perekonomian memanfaatkan alternatif penyelesaian masalah

atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan

di bidang pengembangan usaha dan wilayah, dengan:

a. mengajukan kepada Seckretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan
kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;

b. menyampaikan surat Deputi Bidang Perekonomian kepada pimpinan di
kementerian/lembaga (Eselon [}.

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan
program  pemerintah yang mengalami hambatan di bidang
pengembangan usaha dan wilayah yang disetujui untuk disampaikan

kepada stakeholders
x 100%

Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan
program  pemerintah yang mengalami hambatan di bidang
pengembangan usaha dan wilayah yang dimanfaatkan Deputi Bidang
Perekonomian dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris
Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)

b. Persentase...
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b. Persentase rekomendasi hasil
pemantauan, e¢valuasi, dan
pengendalian atas
pelaksanaan kebijakan dan
program pemerintah di bidang
pengembangan musaha dan
wilayah yang disetujui oleh
Sekretaris Kabinet
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Keterangan

IKU digunakan wuntuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang
Pengembangan Usaha dan Wilayah dalam penyiapan analisis dan pengolahan
rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait pemantauan, evaluasi, dan
pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang
pengembangan usaha dan wilayah.
Disetujui berarti:
Deputi Bidang Perekonomian memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kahinet
atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan
kebijjakan dan program pemerintah di bidang pengembangan usaha dan
wilayah, dengan:
a. mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan
kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;
b. menyampaikan surat Deputi Bidang Perekonomian kepada pimpinan di
kementerian/lembaga (Eselon I).

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan,
evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan
program pemerintah di bidang pengembangan usaha dan wilayah

yang disetujui untuk disampaikan kepada stakeholders
x 100%

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan,
evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan
program pemerintah di bidang pengembangan usaha dan wilayah
vang dimanfaatkan Deputi Bidang Perekonomian dalam
rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau
pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)

E. INDIKATOR...
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E. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

1. Nama Organisasi :  Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi
2. Tugas : Melaksanakan penylapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah,

penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijjakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan,
pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan
pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala
lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan
penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau
pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pertanian, ketahanan
pangan, riset, dan teknologi.

3. Fungsi :

a.

b.

C.

Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertanian, ketahanan pangan, riset, dan
teknologi;

Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertanian, ketahanan pangan, riset, dan teknologi
yang mengalami hambatan;

Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertanian, ketahanan pangan,
riset, dan teknologi;

. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di

bidang pertanian, ketahanan pangan, riset, dan teknologi yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;

Penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pertanian,
ketahanan pangan, riset, dan teknologi;

Penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden
di bidang pertanian, ketahanan pangan, riset, dan teknologi;

Pelaksanaan fasilitasi operasional dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Deputi Bidang
Perekonomian; dan

. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Perekonomian.

4. Indikator...



4. Indikator Kinerja Utama :

Sasaran Strategis

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESILA

-04-

Keterangan

1. | Terwujudnya
rekomendasi kebijakan
vang berkualitas di
bidang perekonomian

. Persentase rekomendasi atas

rencana kebijakan dan
program pemerintah di bidang
pertanian, ketahanan pangan,

riset, dan teknologi yang
disetujui  oleh Sekretaris
Kabinet

IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Pertanian,
Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi dalam penyiapan rekomendasi kebijakan
yvang berkualitas terkait rencana kebijakan dan program pemerintah; hasil
pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; dan
bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau
dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pertanian, ketahanan
pangan, riset, dan teknologi.

Digetujui berarti;

Deputi Bidang Perekonomian memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas

rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertanian, ketahanan

pangan, riset, dan teknologi, dengan:

a. mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan
kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;

b. menyampaikan surat Deputi Bidang Perekonomian kepada pimpinan di
kementerian /lembaga (Eselon I).

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

Jumlah rekomendasi Seckretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan
program pemerintah di bidang pertanian, ketahanan pangan, riset, dan
teknologi yang disetujui untuk disampaikan kepada stakeholders

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan
program pemerintah di bidang pertanian, ketahanan pangan, riset, dan
teknologi yang dimanfaatkan Deputi Bidang Perekcnomian dalam
rekomendasi yang digjukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan
di kementerian /lembaga {Eselon I)

x 100%

|

b. Persentase...




No.

Sasaran Strategis

REPUBLIK INDONESIA

IKU

b. Persentase rekomendasi atas

rencana kebijakan
kementerian/lembaga dalam
bentuk peraturan

menteri/kepala lembaga yang
perlu mendapat persetujuan
Presiden di bidang pertanian,
ketahanan pangan, riset, dan
teknologi yang disetujui oleh
Sckretaris Kabinet

-25-

Keterangan

IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Pertanian,
Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi dalam pengkajian dan pemberian
rekomendasi atas rencana kebijakan Lkementerian/lembaga dalam bentuk
peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pertanian, ketahanan pangan, riset,
dan teknologi yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden.

Disetujyui berarti:

Deputi Bidang Perekonomian memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas
rencana kebijakan Kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala
lembaga di bidang pertanian, ketahanan pangan, riset, dan teknologi yang perlu
mendapatkan persetujuan Presiden, dengan mengajukan kepada Sekretaris
Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau
Kepala Lembaga.

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan
kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga
yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pertanian,
ketahanan pangan, riset, dan teknologi yang disetujui untuk
disampaikan kepada stakeholders

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dalam
bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan
persetujuan Presiden di bidang pertanian, ketahanan pangan, riset, dan
teknologi yang dimanfaatkan Deputi Bidang Perekonomian dalam
rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet

x 100%

2. Terwuyjudnya...



No. Sasaran Strategis

2.

Terwujudnya hasil
pengendalian
penyelenggaraan
pemerintahan yang
berkualitas di bidang
perekonomian

ITKU

a. Persentase rekomendasi

alternatif penyclesaian
masalah atas pelaksanaan
kebijakan dan  program
pemerintah yang mengalami
hambatan di bhidang
pertanian, ketahanan
pangan, riset, dan teknologi
yang disetujui oleh Sekretaris
Kabinet

SEEKRETARIS KABINET

REPUBLIK INDONESIA
-96-
Keterangan
IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan

Pangan, Riset, dan Teknologi dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi
kebijakan yang berkualitas terkait penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan
dan program pemerintah di bidang pertanian, ketahanan pangan, riset, dan teknologi
yang mengalami hambatan.
Digetujui berarti:
Deputi Bidang Perekonomian memanfaatkan alternatif penyelesaian masalah atas
pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang
pertanian, ketahanan pangan, riset, dan teknoloegi, dengan
a. mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada
Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;
b. menyampaikan surat Deputi Bidang Perekonomian kepada pimpinan di
kementerian /lembaga (Eselon ).
Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:
Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan
program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pertanian,
ketahanan pangan, riset, dan teknologi vang disetujui untuk disampaikan
kepada stakeholders x 100%

Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan
program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pertanian,
ketahanan pangan, riset, dan teknologi yang dimanfaatkan Deputi Bidang
Perekonomian dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet
dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)

b. Persentase...




No. Sasaran Strategis

b. Persentase

SEKRETARIS RABINET
REPUBLIK INDONESIA

27

IKU

rekomendasi hasil
pemantauan, evaluasi, dan
pengendalian  atas pelaksanaan
kebijakan dan program pemerintah
di bidang pertanian, ketahanan
pangan, riset, dan teknologi yang
disetujui oleh Sekretaris Kahinet

Keterangan

IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang
Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi dalam penyiapan
analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait
pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan
dan program pemerintah di bidang pertanian, ketahanan pangan, riset,
dan teknologi.

Disetujui berarti:

Deputi Bidang Perekonomian memanfaatkan rekomendasi Sekretariat

Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas

pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertanian,

ketahanan pangan, riset, dan teknologi, dengan:

a. mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan
disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;

b. menyampaikan surat Deputi Bidang Perckonomian kepada
pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I).

|

Pengukuran.,.



L

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESILA

~28-

No. Sasaran Strategis IKU Keterangan

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas  Thasil
pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan
kebijakan dan program pemerintah di bidang pertanian,
ketahanan pangan, riset, dan teknologi yang disetujui untuk
disampaikan kepada stakeholders

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil
pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan
kebjjakan dan program pemerintah di bidang pertanian,
ketahanan pangan, riset, dan tekneclogi yvang dimanfaatkan
Deputi Bidang Perekonomian dalam rekomendasi yang diajukan
kepada  Sekretaris Kabinet dan/atau  pimpinan  di
kementerian/lembaga (Eselon I}

x 100%

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
PRAMONO ANUNG
Salinan sesuai dengan aslinya
ARETARIAT KABINET RI
Bidang Administrasi,




& LAMPIRAN 1V
35 PERATURAN SEKRETARIS KABINET

i REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 5 TAHUN 2021

TANGGAL  : 23 JUNI 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN SEKRETARIAT KABINET DAN
UNIT KERJA DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

A, INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN SEKRETARIAT KABINET

1.
2.

Nama Organisasi +  Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet

Tugas : Membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan manajemen kabinet di bidang
pembangunan manusia dan kebudayaan

Fungsi

a. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan

kebudayaan;

. Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang

mengalami hambatan,

Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan
kebudayaan,;

. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di

bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden,;

. Penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pembangunan

manusia dan kebudayaan;

Penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden
di hidang pembangunan manusia dan kebudayaan; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet.

4. Indikator...



4. Indikator Kinerja Utama:

No.

1.

Sasaran Strategis

Terwujudnya rekomendasi
kebijakan yang berkualitas
di bidang pembangunan
manusia dan kebudayaan

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

2

IKU

a. Persentase rekomendasi atas
rencana kebijakan dan program
pemerintah i bidang
pembangunan manusia dan
kebudayaan yang dimanfaatkan

Keterangan

IKU digunakan untuk mengukur kinerja Deputi Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan dalam penyiapan rekomendasi kebijakan yang
berkualitas kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga terkait
rencana kebijakan dan program pemerintah; hasil pengamatan dan
penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; dan bahan substansi
sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri
Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pembangunan manusia dan
kebudavaan.

Dimanfaatkan berarti;

Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga memanfaatkan rekomendasi
Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang
pembangunan manusia dan kebudayaan, sesuai dengan kriteria pemanfaatan
pada IKU pertama Sasaran Strategis pertama tingkat Sekretariat Kabinet.
Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan
program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan
kebudayaan yang dimanfaatkan Presiden/Menteri/Kepala Lembaga

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan
program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan
kebudayaan yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala
Lembaga

x 100%

b. Persentase...




Sasaran Strategis

b. Persentase

REPUBLIK INDONESLA

3

rekomendasi atas
rencana kebijakan
kementerian/lembaga dalam
bentuk peraturan menteri/kepala
lembaga yang perlu mendapatkan
persetujuan Presiden di bidang
pembangunan manusia dan
kebudayaan yang ditindaklanjuti

Keterangan

IKU digunakan untuk mengukur kinerja Deputi Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan dalam pengkajian dan pemberian rekomendasi
atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan
menteri/kepala lembaga di bidang pembangunan manusia dan
kebudayaan yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden.
Ditindaklanjuti berarti:

Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga menindaklanjuti
rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana  kebijakan
kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga
di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang perlu mendapat
persetujuan Presiden, sesuai dengan kriteria tindak lanjut pada IKU
kedua Sasaran Strategis pertama tingkat Sekretariat Kabinet.

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

Jumlah rekomendasi Sckretariat Kabinet atas rencana kebijakan
kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala
lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di
bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang
ditindaklanjuti Presiden /Menteri/Kepala Lembaga

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan
kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala
lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di
bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang
disampaikan kepada Presiden /Menteri/Kepala Lembaga.

x 100%

2. Terwujudnya...




No. Sasaran Strategis

SERRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-4-

Keterangan

2. | Terwujudnya hasil
pengendalian
penyelenggaraan
pemerintah yang
berkualitas di bidang
pembangunan manusia
dan kebudayaan

a. Persentase rekomendasi alternatif

penyelesaian masalah atas
pelaksanaan kebijakan dan
program pemerintah yang
mengalami hambatan di bidang
pembangunan manusia dan

kebudayaan yang ditindaklanjuti

IKU digunakan untuk mengukur kinerja Deputi Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi
kebijakan yang berkualitas terkait penyelesaian masalah atas pelaksanaan
kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan
kebudayaan yang mengalami hambatan.

Ditindaklanjuti berarti:

Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga menindaklanjuti alternatif
penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah
yang mengalami hambatan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan,
sesuai dengan kriteria tindak lanjut pada IKU pertama Sasaran Strategis kedua
tingkat Sekretariat Kabinet.

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan
dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang
pembangunan manusia dan Lkebudayaan yang ditindaklanjuti

. : L
Presiden/Menteri/Kepala Lembaga -

Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan
dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang
pembangunan manusia dan kebudayaan yang disampaikan kepada
Presiden /Menteri/Kepala Lembaga

b. Persentase,..




N %ﬂ’ 7
SEKRETARIS EABINET
REPUBLIK INDONESIA

5.

No. Sasaran Strategis Keterangan

b. Persentase rekomendasi atas hasil | [KU digunakan untuk mengukur kinerja Deputi Bidang Pembangunan Manusia

pemantauan, evaluasi, dan | dan Kebudayaan dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi
pengendalian dalam pelaksanaan | kebijakan yang berkualitas terkait pemantanan, evaluasi, dan pengendalian dalam
kebijakan dan program | pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia
pemerintah di bidang | dan kebudayaan.

pembangunan ma)nusia . d‘an Ditindaklanjuti berarti:

kebudayaan yang ditindaklanjuti | presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga menindaklanjuti rekomendasi
Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam
pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia
dan kebudayaan, sesuai dengan kriteria tindak lanjut pada IKU kedua Sasaran
Strategis kedua tingkat Sekretariat Kabinet.

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan,
evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program
pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang
ditindaklanjuti Presiden/Menteri/Kepala Lembaga.

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan,
evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program
pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang
disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga

X 100%

B. INDIKATOR...



SEKRETM KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-6-

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG AGAMA, KESEHATAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA

1. Nama Organisasi . Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga

2. Tugas : Melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah,

penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan,
pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan
pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala
lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan
penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau
pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri eleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang agama, kesehatan,
pemuda, dan olahraga.

3. Fungsi :

a.

b.

C,

Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan
olahraga;

Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, keschatan, pemuda, dan olahraga yang
mengalami hambatan;

Pemantauan evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan

olahraga;

. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di

bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;

. Penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang agama, kesehatan,

pemuda, dan olahraga;
Penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga; dan

. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,

4. Indikator...



4, Indikator Kinerja Utama :

No.

1.

Sasaran Strategis

Terwujudnya
rekomendasi kebijakan
yang berkualitas di
bidang pembangunan
manusia dan
kebudayaan

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

IKU

a. Persentase rekomendasi
atas rencana kebijakan dan
program  pemerintah  di
bidang agama, kesehatan,
pemuda, dan olahraga vang
disetujui oleh Sekretaris
Kabinet

7

Keterangan

IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan,

Pemuda, dan Olahraga dalam penyiapan rekomendasi kebijakan yang berkualitas

terkait rencana kebijakan dan program pemerintah; hasil pengamatan dan

penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; dan bahan substansi

sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh

Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan

olahraga.

Disetujui berarti:

Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memanfaatkan

rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah

di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga, dengan;

a. mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan
kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;

b. menyampaikan surai Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I).

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan

program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang

disetujui untuk disampaikan kepada stakeholders
x 100%

Jumiah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan
program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang
dimanfaatkan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam
rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di
kementerian/lembaga (Eselon I

b. Persentase...




No. Sasaran Strategis

Ry %
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IKU
b. Persentase rekomendasi atas
rencana kebijakan
kementerian /lembaga dalam

bentuk peraturan menteri/kepala
lembaga yang perlu mendapat
persetujuan Presiden di bidang
agama, kesehatan, pemuda, dan
olahraga vyang disetujui oleh
Sekretaris Kabinet

8

Keterangan

IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Agama,
Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga dalam pengkajian dan pemberian
rckomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk
peraturan menteri/kepala lembaga di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan
olahraga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden.

Disetujui berarti:

Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memanfaatkan
rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga
dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang agama, kesehatan,
pemuda, dan olahraga, yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, dengan
mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan
kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga.

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kehijakan
kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga
yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang agama,
kesehatan, pemuda, dan olahraga yang disetujui untuk disampaikan
kepada stakeholders % 100%

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan
kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga
yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang agama,
kesehatan, pemuda, dan olahraga yang dimanfaatkan Deputi Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam rekomendasi yang
digjukan kepada Sekretaris Kabinet

-

2. Terwujudnya...
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2. | Tervujudnya hasil a. Persentase rekomendasi | IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan,
pengendalian alternatif penyelesaian masalah | Pemuda, dan Olahraga dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi
penyelenggaraan atas pelaksanaan kebijakan dan | kebijakan yang berkualitas terkait penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan
pemerintahan yang program pemerintah  yang | dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang
berkualitas di bidang mengalami hambatan di bidang | mengalami hambatan.
pembangunan manusia agama, keschatan, pemuda, dan Disetujui berarti:
dan kebudayaan olahraga yang disetujui oleh | pepyti Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memanfaatkan alternatif

Sekretaris Kabinet penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang

mengalami hambatan di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga, dengan:
a. mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada
Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;
b. menyampaikan surat Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
kepada pimpinan di kementerian /lembaga (Eselon Ij.

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan
program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang agama,
kesehatan, pemuda, dan olahraga yang disetujui untuk disampaikan
kepada stakeholders

Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan
program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang agama,
kesehatan, pemuda, dan olahraga yang dimanfaatkan Deputi Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam rekomendasi yang diajukan
kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga
(Eselon I)

x 100%

b. Persentase...
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No. Sasaran Strategis 5341 Keterangan

b. Persentase rekomendasi  hasil | IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Agama,
pemantauan, evaluasi, dan | Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga dalam penyiapan analisis dan pengolahan
pengendalian atas pelaksanaan | rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait pemantaunan, evaluasi, dan
kebijakan dan program pemerintah | pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang
di bidang agama, kesehatan, | agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga.
pemuda, dan olahraga yang

. . \ ) Disetujui berarti:
disetujui oleh Sekretaris Kabinet

Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memanfaatkan

rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan

pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang

agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga, dengan:

a. mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetyjui dan disampaikan
kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;

b. menyampaikan surat Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan kepada pimpinan di kementerian/lembaga {Eselon I).

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan,
evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program
pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang

disetujui untuk disampaikan kepada stakeholders
x 100%

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan,
evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program
pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang
dimanfaatkan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
dalam rekomendasi yang digjukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau
pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon J)

C. INDIKATOR...
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C. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1, Nama Organisasi : Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

2. Tugas 1 Melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah,
penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan,
pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijjakan dan program pemerintah, pengkajian dan
pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala
lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan
penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau
pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pendidikan dan
kebudayaan.

3. Fungsi :
a. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan dan kebudayaan;
b. Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan dan kebudayaan yang mengalami

hambatan;

¢. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan dan kebudayaan;

d. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di
bidang pendidikan dan kebudayaan yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;

e. Penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pendidikan dan
kebudayaan;

f. Penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden
di bidang pendidikan dan kebudayaan; dan

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

4. Indikator...
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Keterangan

1. | Terwujudnya
rekomendasi kebijakan
yang berkualitas di
bidang pembangunan
manusia dan
kebudayaan

a. Persentase rekomendasi atas
rencana kebijakan dan program
pemerintah di bidang
pendidikan dan kebudayaan
yang disetujui oleh Sekretaris
Kabinet

IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan
Kebudayaan dalam penyiapan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait
rencana kebijjakan dan program pemerintah; hasil pengamatan dan penyerapan
pandangan terhadap perkembangan umum; dan bahan substansi sidang kabinet,
rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau
Wakil Presiden di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Disetujui berarti:
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memanfaatkan
rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah
di bidang pendidikan dan kebudayaan, dengan:
a. mengajukan kepada Seckretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan
kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;
b. menyampaikan surat Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
kepada pimpinan di kementerian /lembaga (Eselon I).

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:
Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan

program pemerintah di bidang pendidikan dan kebudayaan yang

disetujui untuk disampaikan kepada stakeholders
x 100%

Jumlah rekomendasi Seckretariat Kabinet aths rencana kebijakan dan
program pemerintah di bidang pendidikan dan kebudayaan yang
dimanfaatkan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau
pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)

b. Persentase...
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Sasaran Strategis Keterangan

b. Persentase  rekomendasi  atas | IKU digunakan untuk mengukur Kinerja Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan
rencana kebijakan | Kebudayaan dalam pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana
kementerian /lembaga dalam | kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala
bentuk peraturan menteri/kepala | lembaga di bidang pendidikan dan kebudayaan yang perlu mendapatkan
lembaga vang perlu mendapat | persetujuan Presiden.
persetujuan Presiden di bidang
pendidikan dan kebudayaan yang
disetujui oleh Sekretaris Kabinet

Disetujui berarti;

Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memanfaatkan
rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga
dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pendidikan dan
kebudayaan, dengan mengajukan kepada Seckretaris Kabinet untuk disetujui dan
disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga.

Pengukuran [KU menggunakan formulasi perhitungan:

Jumlah rekomendasi Seckretariat Kabinet atas rencana Lkebijakan
kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala
lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang
pendidikan dan kebudayaan yang disetujui untuk disampaikan

kepada stakeholders x 100%

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan
kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala
lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang
pendidikan dan kebudayaan yang dimanfaatkan Deputi Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam rekomendasi yang
diajukan kepada Sekretaris Kabinet

2. Terwujudnya...
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pengendalian
penyelenggaraan
pemerintahan yang
berkualitas di bidang
pembangunan manusia
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. Persentase rekomendasi alternatif
penyelesaian masalah atas
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pendidikan dan kebudayaan
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Keterangan

IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan
Kebudayaan dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan
yang berkualitas terkait penvelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan
program pemerintah di bidang pendidikan dan kebudayaan yang mengalami
hambatan.

Disetujui berarti:
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memanfaatkan alternatif
penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang
mengalami hambatan di bidang pendidikan dan kebudayaan, dengan:
a. mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan
kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;
b. menyampaikan surat Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan kepada pimpinan di kementerian /lembaga (Eselon I).

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan
dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang
pendidikan dan kebudayaan yang disetujui untuk disampaikan kepada
stakeholders

Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan
dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang
pendidikan dan kebudayaan yang dimanfaatkan Deputi Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam rekomendasi yang
digjukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di
kementerian/lembaga (Eselon I)

x 100%

b. Persentase..,
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No. Sasaran Strategis 1IKU Keterangan

b. Persentase rekomendasi hasil | IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan
pemantauan, evaluasi, dan | Kebudayaan dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan
pengendalian atas pelaksanaan | yang berkualitas terkait pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas
kebijakan dan program pemerintah | pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan dan
di bidang pendidikan dan | kebudayaan.
kebudayaan yang disetujui oleh

X i Disetujui berarti:
Sekretaris Kabinet

Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memanfaatkan

rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan

pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang

pendidikan dan kebudayaan, dengan:

a. mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan
kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;

b. menyampaikan surat Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I).

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan,
evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan
program pemerintah di bidang pendidikan dan kebudayaan yang
disetujui untuk disampaikan kepada stakeholders

x 100%
Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan,

evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan

program pemerintah di bidang pendidikan dan kebudayaan yang
dimanfaatkan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris

Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I) |
D. INDIKATOR...
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D. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG SOSIAL, KEBENCANAAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK

1.

Nama Organisasi : Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
Tugas : Melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah,

penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan,
pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan
pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala
lembaga vang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan
penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau
pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang sosial, kebencanaan,
pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

Fungsi :

a.

b.

C.

Pengkagjian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan,
pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;

Penyeclesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan
perlindungan anak yanhg mengalami hambatan;

Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan,
pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;

. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga

di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yvang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
Penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang sosial,
kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anals;
Penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/ataun Wakil
Presiden di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak; dan
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

4. Indikator..,
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Sasaran Strategis

1. | Terwujudnya rekomendasi
kebijakan yang berkualitas
di bidang pembangunan

manusia dan kebudayaan

a. Persentase

rekomendasi
atas rencana kebijakan dan
program  pemerintah  di
bidang sosial, kebencanaan,
pemberdayaan perempuan,
dan perlindungan anak
yang disetujui oleh
Sekretaris Kabinet

Keterangan

IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan,
Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dalam penyiapan rekomendasi
kebijakan yang berkualitas terkait rencana kebijakan dan program pemerintah; hasil
pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; dan bahan
substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh
Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan
perempuan, dan perlindungan anak.

Disetujui berarti:
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memanfaatkan rekomendasi
Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial,
kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, dengan :
a. mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada
Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;
b. menyampaikan surat Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
kepada pimpinan di kementerian /lembaga (Eselon I).

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program
pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan
perlindungan anak yang disetujui untuk disampaikan kepada stakeholders

m 100%
Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program * 1

pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan
perlindungan anak yang dimanfaatkan Deputi Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet
dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)

b. Persentase...
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b. Persentase rekomendasi atas

rencana kebijakan
kementerian/lembaga dalam
bentuk peraturan
menteri/kepala lembaga yang
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kebencanaan, pemberdayaan
perempuan, dan perlindungan
anak yang disetujui oleh
Sekretaris Kabinet
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Keterangan

IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan,
Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dalam pengkajian dan pemberian
rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan
menteri/kepala lembaga di bidang sosial, kebhencanaan, pemberdayaan perempuan,
dan perlindungan anak yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden.

Disetujui berarti:

Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memanfaatkan rekomendasi
Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk
peraturan menteri/kepala lembaga di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan
perempuan, dan perlindungan anak yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden,
dengan mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan
kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga.

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan
kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di
bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan
anak yang disetujui untuk disampaikan kepada stakeholders

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan
kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di
bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan
anak yang dimanfaatkan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet

x 100%

2. Terwujudnya..,




No. Sasaran Strategis

2. | Terwujudnya hasil
pengendalian
penyelenggaraan
pemerintahan yang
berkualitas di bidang

dan kebudayaan

a. Persentase

pembangunan manusia

IKU

rekomendasi
alternatif penyelesaian
masalah atas pelaksanaan
kebijakan dan program

pemerintah yang
mengalami hambatan di
bidang sosial,
kebencanaan,

pemberdayaan perempuan,
dan perlindungan anak
yang disetujui oleh
Sekretaris Kabinet

P
i

SEKRETARIS KABINET
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Keterangan
IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan,

Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dalam penyiapan analisis dan
pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait penyelesaian masalah atas
pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan,
pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang mengalami hambatan.
Disetujui berarti:
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memanfaatkan alternatif
penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang
mengalami hambatan di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan
perlindungan anak, dengan :
a. mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada
Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;
b. menyampaikan surat Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I).
Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:
Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan
program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang sosial, kebencanaan,
pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui untuk
disampaikan kepada stakeholders

Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan
program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang sosial, kebencanaan,
pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang dimanfaatkan Deputi
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam rekomendasi yang
diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di
kementerian /lembaga (Eselon I)

x 100%

b. Persentase...




No. Sasaran Strategis

b. Persentase

IKU

rekomendasi
hasil pemantanan, evaluasi,
dan  pengendalian  atas
pelaksanaan kebijakan dan
program  pemerintah  di
bidang sosial, kebencanaan,
pemberdayaan perempuan,
dan perlindungan anak
yang disetujui oleh
Selkaretaris Kabinet
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Keterangan

IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan,
Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dalam penyiapan analisis dan
pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait pemantauan, evaluasi, dan
pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial,
kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.
Disetujui berarti:
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memanfaatkan rekomendasi
Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan
kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan
perempuan, dan perlindungan anak, dengan :
a. mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada
Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;
b. menyampaikan surat Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan kepada
pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I).

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan
pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang
sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang
disetujui untuk disampaikan kepada stakeholders

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan
pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang
sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang
dimanfaatkan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam
rckomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di
kementerian /lembaga (Eselon I)

X 100%

E. INDIKATOR...




SEKRETARiS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-21-

E. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

1. Nama Organisasi : Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
2, Tugas : Melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah,

penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan,
pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan
pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala
lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan
penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau
pertemuan yvang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pembangunan desa,
daerah tertinggal, dan transmigrasi.

3. Fungsi :

a.

b.

Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal,
dan transmigrasi;

Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan
transmigrasi yang mengalami hambatan;

. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah

tertinggal, dan transmigrasi;

. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di

bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;

. Penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pembangunan

desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
Penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atan pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden
di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;

. Pelaksanaan fasilitasi operasional dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Deputi Bidang

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan

. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

4. Indikator...



4.

No.

1.

Indikator Kinerja Utama :
Sasaran Strategis

Terwujudnya
rekomendasi kebijakan
yang berkualitas di
bidang pembangunan
manusia dan
kebudayaan

IKU

. Persentase rekomendasi

atas rencana kebijakan
dan program pemerintah
di bidang pembangunan
desa, daerah tertinggal,
dan transmigrasi yang
disetujui oleh Sekretaris
Kabinet

el g
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Keterangan

IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa,
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam penyiapan rekomendasi kebijakan yang
berkualitas terkait rencana kebijakan dan program pemerintah; hasil pengamatan dan
penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; dan bahan substansi sidang
kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau
Wakil Presiden di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Disetujui berarti:
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memanfaatkan rekomendasi
Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang
pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi, dengan:
a. mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada
Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga,
b. menyampaikan surat Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan kepada
pimpinan di kementerian /lembaga (Eselon I).

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:
Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program
pemetintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi
yang disetujui untuk disampaikan kepada stakeholders

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program
pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi
yvang dimanfaatkan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau
pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)

x 100%

b. Persentase...



No.

Sasaran Strategis
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IKU

b. Persentase rekomendasi atas

rencana kebijakan
kementerian/lembaga dalam
bentuk peraturan
menteri/kepala lembaga yang
perlu mendapat persetujuan
Presiden di bhidang
pembangunan desa, daerah
tertinggal, dan transmigrasi
yvang disetujui oleh Sekretaris
Kabinet
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Keterangan

IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa,
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam pengkajian dan pemberian rekomendasi
atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan
menteri/kepala lembaga di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan
transmigrasi yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden,

Disetujui berarti:

Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memanfaatkan rekomendasi
Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk
peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal,
dan transmigrasi, dengan mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui
dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga.

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

Jumlah rekomendasi Seckretariat Kabinet atas rencana kebijakan
kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga
yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pembangunan
desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui untuk

* .k k h
disampaikan kepada stakeholders x 100%

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan
kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga
di bidang pembangunan desa, dacrah tertinggal, dan transmigrasi yang
dimanfaatkan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet

2. Terwujudnya...




No.

Sasaran Strategis

2. | Terwujudnya hasil
pengendalian
penyelenggaraan
pemerintahan yang
berkualitas di bidang
pembangunan manusia
dan kebudayaan

a. Persentase rekomendasi
alternatif penyelesaian
masalah atas pelaksanaan
kebijakan dan program
pemerintah yang mengalami
hambatan di bidang

pembangunan desa, daerah
tertinggal, dan transmigrasi
yang disetujui oleh Sekretaris
Kabinet
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Keterangan

IKU digunakan untuk mengulaur kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa,
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam penyiapan analisis dan pengolahan
rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait penyelesaian masalah atas
pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah
tertinggal, dan transmigrasi yang mengalami hambatan.
Disetujui berarti;
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memanfaatkan alternatif
penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang
mengalami hambatan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan
transmigrasi, dengan:
a. mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada
Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;
b. menyampaikan surat Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
kepada pimpinan di kementerian /lembaga (Eselon Ij.

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

Jumlah alternatif penyclesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan
program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pembangunan
desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui untuk disampaikan
kepada stakeholders

Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan
program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pembangunan
desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang dimanfaatkan Deputi Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam rekomendasi yang diajukan
kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga
(Eselon 1)

x 100%

b. Persentase...
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No. Sasaran Strategis Keterangan

b. Persentase rekomendasi hasgil | IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang
pemantauan, evaluasi, dan | Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam
pengendalian atas pelaksanaan | penylapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang
kebijakan dan program pemerintah di | berkualitas terkait pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas
bidang pembangunan desa, daerah | pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang
tertinggal, dan transmigrasi yang | pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
disetujui oleh Sekretaris Kabinet Disetujui berarti:

Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan  Kebudayaan

memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas  hasil

pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan
dan pregram pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah
tertinggal, dan transmigrasi, dengan:

a. mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan
disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala
Lembaga;

b. menyampaikan surat Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon ).

Pengukuran...
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No. Sasaran Strategis IKU Keterangan

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan,
evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan
program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah
tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui untuk disampaikan
kepada stakeholders

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan,
evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan
program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah
tertinggal, dan transmigrasi yang dimanfaatkan Deputi Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam rekomendasi yang
diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di
kementerian /lembaga (Eselon 1)

x 100%
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alinan sesuai dengan aslinya PRAMONO ANUNG
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PERATURAN SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

LN
[

%mﬁﬁ?mouglg: NOMGCR : 5 TAHUN 2021

TANGGAL : 23 JUNI 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI SEKRETARIAT KABINET DAN
UNIT KERJA DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI SEKRETARIAT KABINET

1.
2.

Nama Organisasi  Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi Sekretariat Kabinet

Tugas : Membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan manajemen kabinet di bidang

kemaritiman dan investasi

Fungsi

.

b.

Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi;

Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi yang mengalami
hambatan;

. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi,

. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di

bidang kemaritiman dan investasi yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;

Penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang kemaritiman dan
investasi;

Penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden
di bidang kemaritiman dan investasi; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet.

4. Indikator...



4. Indikator Kinerja Utama:

No.

1.

Sasaran Strategis

Terwujudnya rekomendasi
kebijakan yang berkualitas
di bidang kemaritiman dan
investasi ;

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

IKU

a. Persentase rekomendasi atas
rencana kebijakan dan
program pemerintah di bidang
kemaritiman dan investasi
yang dimanfaatkan
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Keterangan

IKU digunakan untuk mengukur kinerja Deputi Bidang Kemaritiman dan
Investasi dalam penyiapan rekomendasi kebijakan yang berkualitas kepada
Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga terkait rencana kebijakan dan
program pemerintah; hasil pengamatan dan penyerapan pandangan
terhadap perkembangan umum,; dan hahan substansi sidang kabinet, rapat,
atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil
Presiden di bidang kemaritiman dan investasi.

Dimanfaatkan berarti:

Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga memanfaatkan rekomendasi
Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di
bidang kemaritiman dan investasi, sesuai dengan kriteria pemanfaatan pada
IKU pertama Sasaran Strategis pertama tingkat Sekretariat Kabinet.

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana
kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman dan
investasi yang dimanfaatkan  Presiden/Menteri/Kepala
Lembaga

- - x 100%
Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana

kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman dan
investasi yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala
Lembaga

b. Persentase...




No. Sasaran Strategis IKU

dalam bentuk

bidang kemaritiman dan
yvang ditindaklanjuti

b. Persentase rekomendasi atas rencana
kebijakan kementerian/lembaga | Investasi dalam pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana
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Keterangan
IKU digunakan untuk mengukur kinerja Deputi Bidang Kemaritiman dan

peraturan | kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala

menteri/kepala lembaga yang perlu | lembaga di bidang kemaritiman dan investasi yang perlu mendapatkan
mendapatkan persetujuan Presiden di | persetujuan Presiden.

mvestasl | pitindaklanjuti berarti:

Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga menindaldanjuti
rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana  Kkebijakan
kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga
di bidang kemaritiman dan investasi yang perlu mendapat persetujuan
Presiden, sesuai dengan kriteria tindak lanjut pada IKU kedua Sasaran
Strategis pertama tingkat Sckretariat Kabinet.

Pengukuran [KU menggunakan formulasi perhitungan:

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana
kebjjakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan
menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan
Presiden di bidang kemaritiman dan investasi yang
ditindaklatjuti Presiden/Menteri/Kepala Lembaga

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana
kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan
menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan
Presiden di bidang kemaritiman dan investasi yang disampaikan
kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga

x 100%

2. Terwujudnya...



No. Sasaran Strategis

2.

Terwvujudnya hasil
pengendalian
penyelenggaraan
pemerintah yang
berkualitas di bidang
kemaritiman dan
investasi

a. Persentase
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IKU

rekomendasi alternatif
penyelesaian masalah atas
pelaksanaan kebijakan dan program
pemerintah yang ~mengalami
hambatan di bidang kemaritiman
dan investasi yang ditindaklanjuti

-4-

Keterangan

IKU digunakan untuk mengukur kinerja Deputi Bidang Kemaritiman dan
Investasi dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan
yang berkualitas terkait penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan
dan program pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi yang mengalami
hambatan.

Ditindaklanjuti berarti:

Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga menindaklanjuti alternatif
penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah
yvang mengalami hambatan di bidang kemaritiman dan investasi, sesuai
dengan kriteria tindak lanjut pada IKU pertama Sasaran Strategis kedua
tingkat Sekretariat Kabinet.

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan
kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di
bidang kemaritiman dan investasi yang ditindaklanjuti
Presiden /Menteri/ Kepala Lembaga

Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan
kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di
bidang kemaritiman dan investasi yang disampaikan kepada
Presiden /Menteri/Kepala Lembaga

x 100%

b. Persentase...




No.

Sasaran Strategis

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

IKU

b. Persentase rekomendasi atas
hasil pemantauan, evaluasi,
dan  pengendalian  dalam
pelaksanaan kebijjakan dan
program pemerintah di bidang
kemaritiman dan investasi
yang ditindaklanjuti

_5.

Keterangan

IKU digunakan untuk mengukur kinerja Deputi Bidang Kemaritiman dan
Investasi dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijjakan yang
berkualitas terkait pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan
kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi. -
Ditindaklanjuti berarti:

Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lemhaga menindaklanjuti rekomendasi
Sekretariat Kabinet atas hasil pemantaunan, evaluasi, dan pengendalian dalam
pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman dan
investasi, sesuai dengan kriteria tindak lanjut pada IKU kedua Sasaran Strategis
kedua tingkat Sekretariat Kabinet.

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan,
evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan
program pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi yang
ditindaklanjuti Presiden /Menteri/Kepala Lembaga

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan,
evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan
program pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi yang
disampaikan kepada Presiden /Menteri/Kepala Lembaga

x 100%

B. INDIKATOR...




SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-6-

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG KELAUTAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN

1. Nama Organisasi : Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan

2. Tugas : Melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah,

penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan,
pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan
pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala
lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan
penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau
pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kelautan, perikanan,
dan kehutanan.

3. Fungsi :

a.
b.

Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan;

Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang mengalami
hambatan;

Pemantauan evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijjakan dan program pemerintah di bidang kelautan, perikanan, dan
kehutanan;

. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian flembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di

bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;

Penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang kelautan,
perikanan, dan kehutanan;

Penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden
di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi.

4, Indikator...



4. Indikator Kinerja Utama :

No. Sasaran Strategis
1. Terwujudnya rekomendasi
kebijakan yang berkualitas

investasi

a. Persentase

di bidang kemaritiman dan

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

IKU

rekomendasi
atas rencana kebijakan dan
program  pemerintah  di
bidang kelautan, perikanan,
dan kehutanan yang
disetujui oleh Sekretaris
Kabinet

7.

Keterangan

IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Kelautan,
Perikanan, dan Kehutanan dalam penyiapan rekomendasi kebijakan yang
berkualitas terkait rencana kebijakan dan program pemerintah; hasil
pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; dan
bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin
dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kelautan,
perikanan, dan kehutanan.

Disetujui berarti:

Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi memanfaatkan rekomendasi

Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang

kelautan, perikanan, dan kehutanan, dengan:

a. mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan
kepada Presiden, Menterti, dan/atau Kepala Lembaga;

b. menyampaikan surat Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi kepada
pimpinan di kementerian /lembaga (Eselon Ij.

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan

program pemerintah di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan

yang disetujui untuk disampaikan kepada stakeholders

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan
program pemerintah di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan
yang dimanfaatkan Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam
rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau
pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)

x 100%

b. Persentase...




No.

Sasaran Strategis

bh. Persentase

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

8-

IKU

rekomendasi atas
rencana kebijakan
kementerian /lembaga dalam bentuk
peraturan menteri/kepala lembaga
yang perlu mendapat persetujuan
Presiden di bidang kelautan,
perikanan, dan Lkehutanan yang
disetujui oleh Sekretaris Kabinet

Keterangan

IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Kelautan,
Perikanan, dan Kehutanan dalam pengkajian dan pemberian rekomendasi
atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan
menteri/kepala lembaga di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang
perlu mendapatkan persetujuan Presiden.

Disetujui berarti:

Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi memanfaatkan rekomendasi
Sekretariat Kabinet atas rencana kebjjakan kementerian/lembaga dalam
bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang kelautan, perikanan,
dan kehutanan yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, dengan
mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan
kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga.

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan
kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala
lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang
kelautan, perikanan, dan kehutanan yang disetujui untuk

di ikan k stakehold
isampaikan kepada stake. ers <100%

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan
kementerian/lembaga dalam bhentuk peraturan menteri/kepala
lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang
kelautan, perikanan, dan kehutanan yang dimanfaatkan Deputi
Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam rekomendasi yang diajukan
kepada Sekretaris Kabinet

2. Terwujudnya...




No. Sasaran Strategis

2. | Terwujudnya hasil
pengendalian
penyelenggaraan
pemerintahan yang
berkualitas di bidang
kemaritiman dan
investasi

a. Persentase

IKU

rekomendasi
alternatif penyelesaian
masalah atas pelaksanaan
kebijakan dan  program
pemerintah yang mengalami
hambatan di bidang
kelautan, perikanan, dan
kehutanan yang disetujui
oleh Sekretaris Kabinet

SEKRETARIS KABINET

REPUBLIK INDONESIA
0.
Keterangan
IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan,

dan Kehutanan dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan

yvang berkualitas terkait penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan

program pemerintah di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang mengalami

hambatan.

Disetujui berarti:

Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi memanfaatkan alternatif penyelesaian

masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami

hambatan di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan, dengan:

a. mengajukan kepada Sekretaris Kahinet untuk disetujui dan disampaikan kepada
Presiden, Menteri, dan /atau Kepala Lembaga;

b. menyampaikan surat Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi kepada pimpinan
di kementerian /lembaga (Eselon I}.

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan - dan
program pemerintah yang mengalami hambatan di hidang kelautan,
perikanan, dan kehutanan yang disetujui untuk disampaikan kepada
stakeholders

Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan
program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang kelautan,
perikanan, dan kehutanan yang dimanfaatkan Deputi Bidang Kemaritiman
dan Investasi dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet
dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)

x 100%

b. Persentase...




No.

Sasaran Strategis

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-10-

IKU

b. Persentase rekomendasi hasil
pemantauan, evaluasi, dan
pengendalian atas pelaksanaan
kebijakan dan program
pemerintah di bidang kelautan,
perikanan, dan kehutanan yang
disetujui oleh Sekretaris Kabinet

Keterangan

IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Kelautan,
Perikanan, dan Kehutanan dalam penyiapan analisis dan pengolahan
rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait pemantauan, evaluasi, dan
pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang
kelautan, perikanan, dan kehutanan.

Disetujui berarti:
Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi memanfaatkan rekomendasi
Sekretariat Kabinet atas hasil pemantanan, evaluasi, dan pengendalian atas
pelaksanaan kebijakan dan program pemecrintah di bidang kelautan,
perikanan, dan kehutanan, dengan:
a. mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan
kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;
b. menyampaikan surat Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi kepada
pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I).

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan;:

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan,
evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program
pemerintah di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang

disetujui untuk disampaikan kepada stakeholders
x 100%

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan,
evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program
pemerintah di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang
dimanfaatkan Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam
rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau
pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)

C. INDIKATOR...




SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA
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C. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA MINERAL DAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Nama Organisasi : Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup

2. Tugas : Melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah,

penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan,
pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan
pemberian rckomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturanh menterifkepala
lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan
penyerapan pandangan terhadap perkembangan vmum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau
pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang sumber daya mineral
dan lingkungan hidup.

3. Fungsi :

a.

b.

Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kehijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan
hidup;

Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang
mengalami hambatan;

Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan
lingkungan hidup;

. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di

bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;

. Penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang sumber daya

mineral dan lingkungan hidup;

Penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden
di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi.

4. Indikator...



4. Indikator Kinerja Utama :

No.

1.

Sasaran Strategis

Terwujudnya rekomendasi
kebijakan yang berkualitas
di bidang kemaritiman dan
investasi

SEKRETARIS KABINET

rencana Kkebijakan dan program
pemerintah di bidang sumber

daya mineral dan lingkungan
hidup yang disetwjui oleh
Sekretaris Kabinet

REPUBLIK INDORESIA
-12-
IKU Keterangan
a. Persentase rekomendasi atas | [KU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Sumber Daya

Mineral dan Lingkungan Hidup dalam penyiapan rekomendasi kebijakan yang
berkualitas terkait rencana kebjjakan dan program pemerintah; hasil
pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; dan
bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin
dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang sumber
daya mineral dan lingkungan hidup.
Disetujui berarti;
Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi memanfaatkan rekomendasi
Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang
sumber daya mineral dan lingkungan hidup, dengan:
a. mengajukan Kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan
kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;
b. menyampaikan surat Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi kepada
pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I).
Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

Jumilah rekomendasi Sckretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan
program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan

hidup yang disetujui untuk disampaikan kepada stakeholders < 100%
(1]

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan
program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan
hidup yang dimanfaatkan Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi
dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau
pimpinan di kementerian /lembaga (Eselon )

b. Persentase...



No.

Sasaran Strategis

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

IKU
b. Persentase rekomendasi  atas
rencana kebijakan
kementerian/lembaga dalam

bentuk peraturan menteri/kepala
lembaga yang perlu mendapatkan
persetujuan Presiden di bidang
sumber daya mineral dan
lingkungan hidup yang disetujui
oleh Sekretaris Kabinet

-13-

Keterangan

IKU digunakan untuk mengukur Kinerja Asisten Deputi Bidang Sumber Daya
Mineral dan Lingkungan Hidup dalam pengkajian dan pemberian rekomendasi
atas rencana kebijakan Lkementerian/lembaga dalam bentuk peraturan
menteri/kepala lembaga di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup
yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden.

Disetujui berarti:

Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi memanfaatkan rekomendasi
Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk
peraturan menteri/kepala lembaga di bidang sumber daya mineral dan
lingkungan hidup yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, dengan
mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan
kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan
kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala
lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang
sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang disetuyjui untuk
disampaikan kepada stakeholders

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan
kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala
lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang
sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang dimanfaatkan Deputi
Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam rekomendasi yang diajukan
kepada Sekretaris Kabiriet

x 100%

2. Terwujudnya...




No. Sasaran Strategis

2,

Terwujudnya hasil
pengendalian
penyelenggaraan
pemerintahan yang
berkualitas di bidang
kemaritiman dan
investasi

SEEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

IKU

. Persentase rekomendasi alternatif

penyelesaian masalah atas
pelaksanaan  kebijakan dan
program pemerintah yang

mengalami hambatan di bidang
sumber daya mineral dan
lingkungan hidup yang disetujui
oleh Sekretaris Kabinet

-14-

Keterangan

IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Sumber Daya

Mineral dan Lingkungan Hidup dalam penyiapan analisis dan pengolahan

rckomendasi kebijakan yang berkualitas terkait penyelesaian masalah atas

pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral

dan lingkungan hidup yang mengalami hambatan.

Disetujui berarti:

Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi memanfaatkan alternatif penyelesaian

masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami

hambatan di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup, dengan:

a. mengajukan kepada Sckretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan
kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;

b. menyampaikan surat Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi kepada
pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I).

Pengukuran [KU menggunakan formulasi perhitungan:

Jumlah alternatif penyelesaiann masalah atas pelaksanaan kebijakan dan
program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang sumber daya
mineral dan lingkungan hidup yang disetujui untuk disampaikan kepada

stakeholders % 10094

Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan
program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang sumber daya
mineral dan lingkungan hidup yang dimanfaatkan Deputi Bidang
Kemaritiman dan Investasi dalam rekomendasi yang digjukan kepada
Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)

b. Persentase...




No.

Sasaran Strategis

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

IKU

. Persentase rekomendasi hasil

pemantauan, evaluasi, dan
pengendalian atas
pelaksanaan kebijakan dan
program pemerintah di bidang
sumber daya mineral dan

lingkungan hidup yang
disetujui oleh Sekretaris
Kabinet

-15-

Keterangan

IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Sumber Daya
Mineral dan Lingkungan Hidup dalam penyiapan analisis dan pengolahan
rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait pemantauan, evaluasi, dan
pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang
sumber daya mineral dan lingkungan hidup.

Disetujui berarti:

Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi memanfaatlcan rekomendasi Sekretariat

Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan

kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan

hidup, dengan:

a. mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan
kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;

b. menyampaikan surat Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi kepada
pimpinan di kementerian/lembaga {(Eselon I).

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi,
dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di
bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang disetujui oleh

Sekretaris Kabinet untuk disampaikan kepada stakeholders % 100%
Q

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi,
dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di
bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang dimanfaatkan
Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam rekomendasi yang
diajukan kepada  Sekretaris Kabinet dan/atau  pimpinan di
kementerian/lembaga (Eselon 1)

D. INDIKATOR...
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D. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG PERHUBUNGAN DAN PEKERJAAN UMUM

1. Nama Organisasi . Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum
2. Tugas : Melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintal,

penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan,
pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan
pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala
lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan
penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau
pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perhubungan dan
pekerjaan umum.

3. Fungsi :

a.

b.

Pengkajian dan pemberian rckomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perhubungan dan pekerjaan
umutn;

Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang mengalami
hambatan;

. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perhubungan dan pekerjaan

umum;

. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga

di bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;

. Penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang perhubungan

dan pekerjaan umum;
Penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atan Wakil
Presiden di bidang perhubungan dan pekerjaan umum; dan

. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi,

4. Indikator...



4. Indikator Kinerja Utama :

No.

1.

Sasaran Strategis

Terwujudnya rekomendasi
kebijakan yang berkualitas
di bidang kemaritiman dan
investasi

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

0340)

a. Persentase rekomendasi atas
rencana kebijakan dan
program pemerintah di bidang
perhubungan dan pekerjaan
umum vang disetujui oleh
Sekretaris Kabinet

-17-

Keterangan

IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Perhubungan
dan Pekerjaan Umum dalam penyiapan rekomendasi kebijakan yang
berkualitas terkait rencana kebijakan dan program pemerintah; hasil
pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; dan
bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin
dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang
perhubungan dan pekerjaan umum.

Disetujui berarti:
Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi memanfaatkan rekomendasi
Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang
perhubungan dan pekerjaan umum, dengan:
a, mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan
kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;
b. menyampaikan surat Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi kepada
pimpinan di kementerian /lembaga (Eselon I).
Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:
Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan
program pemerintah di bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang
disetujui untuk disampaikan kepada stakeholders

0,
Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebjjakan dan .

program pemerintah di bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang
dimanfaatkan Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam
rekomendasi yang diajukan kepada Sckretaris Kabinet dan/atau pimpinan
di kementerian/lembaga (Eselon I}

b. Persentase...




No.

Sasaran Strategis

b. Persentasge

SEKRETARIS KABINET
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IKU

rekomendasi atas
rencana kebijakan
kementerian /lembaga dalam bentuk
peraturan menteri/kepala lembaga
yang perlu mendapatkan
persetujuan Presiden di bidang
perhubungan dan pekerjaan umum
yang disetujui oleh Sekretaris
Kabinet
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Keterangan

IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Perhubungan
dan Pekerjaan Umum dalam pengkajian dan pemberian rekomendasi atas
rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan
menteri/kepala lembaga di bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang
perlu mendapatkan persetujuan Presiden.

Disetujui berarti;

Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi memanfaatkan rekomendasi
Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam
bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di hidang perhubungan dan
pekerjaan umum yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, dengan
mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan
kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga.

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan
kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala
lembaga vang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang
perhubungan dan pekerjaan umum yang disetujui untuk

disampaikan kepada stakeholders % 100%

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan
kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala
lemnbaga vang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang
perhubungan dan pekerjaan umum yang dimanfaatkan Deputi
Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam rckomendasi yang
diajukan kepada Sekretaris Kabinet

2, Terwujudnya...




No.

Sasaran Strategis

Terwujudnya hasil
pengendalian
penyelenggaraan
pemerintahan yang
berkualitas di bidang
kemaritiman dan investasi

SEKRETARIS KABINET

REPUBLIK INDONESIA
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IKU Keterangan
a. Persentase rekomendasi | IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Perhubungan

alternatifl penyelesaian masalah
atas pelaksanaan kebijakan dan
program pemerintah yang
mengalami hambatan di bidang
perhubungan dan pekerjaan
umum yang disetujui oleh
Sekretaris Kabinet

dan Pekerjaan Umum dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi
kebijakan yang berkualitas terkait penyelesaian masalah atas pelaksanaan
kebijakan dan program pemerintah di bidang perhubungan dan pekerjaan
umum yang mengalami hambatan,
Disetujui berarti:
Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi memanfaatkan alternatif penyelesaian
masalah atas pelaksanaan kebjjakan dan program pemerintah yang mengalami
hambatan di bidang perhubungan dan pekerjaan umum, dengan:
a. mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan
kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;
b. menyampaikan surat Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi kepada
pimpinan di kementerian /lembaga (Eselon I).
Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan
program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang perhubungan
dan pekerjaan umum yang disetujui untuk disampaikan kepada
stakeholders x 100%

Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan
program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang perhubungan
dan pekerjaan umum yang dimanfaatkan Deputi Bidang Kemaritiman
dan Investasi dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris
Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I

b. Persentase...




No. Sasaran Strategis

b. Persentase rekomendasi

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIE INDONESIA

1KU

hasil
pemantauan, evaluasi, dan
pengendalian atas pelaksanaan
kebijakan dan program
pemerintah di bidang
perhubungan dan pekerjaan
umum yang disetujui oleh
Sekretaris Kabinet

-20-

Keterangan

IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Perhubungan

dan Pekerjaan Umum dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi

kebijakan yang berkualitas terkait pemantauan, evaluasi, dan pengendalian

atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perhubungan

dan pekerjaan umum,

Ditindaklanjuti berarti:

Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi memanfaatkan rekomendasi

Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas

pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perhubungan dan

pekerjaan umum, dengan:

a, mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan
kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;

b. menyampaikan surat Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi kepada
pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I).

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi,
dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di
bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disetujui oleh Sekretaris

Kabinet untuk disampaikan kepada stakeholders % 100%

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi,
dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di
bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang dimanfaatkan Deputi
Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam rekomendasi yang diajukan
kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga
(Eselon I)

E. INDIKATOR...
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E. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG PENANAMAN MODAL DAN KEPARIWISATAAN

1.

Nama Organisasi : Asgisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataan
Tugas :  Melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah,

penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan,
pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan
pemberian rekomendasi atas rencana kebijjakan Kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala
lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan
penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau
pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang penanaman modal dan
kepariwisataan.

Fungsi :

a.
b.

<.

Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan;
Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang
mengalami hambatan;

Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan
kepariwisataan;

. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di

bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;

. Penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang penanaman modal

dan kepariwisataan;
Penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atan pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden
di bidang penanaman modal dan kepariwisataan;

. Pelaksanaan fasilitasi operasional dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Deputi Bidang

Kemaritiman dan Investasi; dan

. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi.

4, Indikator...
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4. Indikator Kinerja Utama :

Sasaran Strategis Keterangan
1. | Terwujudnya a. Persentase rekomendasi atas | IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Penanaman
rekomendasi kebijakan rencana kebijakan dan program | Modal dan Kepariwisataan dalam penyiapan rekomendasi kebijakan yang
yang berkualitas di pemerintah di bidang penanaman | berkualitas terkait rencana kebijakan dan program pemerintah; hasil
bidang kemaritiman dan modal dan kepariwisataan yang | pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; dan
investasi disetujui oleh Sekretaris Kabinet | bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin

dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/ataun Wakil Presiden di bidang
penanaman modal dan kepariwisataan.

Disetujui berarti:
Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi memanfaatkan rekomendasi
Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang
penanaman modal dan kepariwisataan, dengan:
a. mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan
kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;
b. menyampaikan surat Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi kepada
pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I).

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan
program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan
yang disetujui untuk disampaikan kepada stakeholders

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan
program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan
yvang dimanfaatkan Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam
rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau
pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I}

x 100%

b. Persentase...
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Sasaran Strategis Keterangan

b. Persentase rekomendasi atas |IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Penanaman
rencana kebijakan | Modal dan Kepariwisataan dalam pengkajian dan pemberian rekomendasi atas
kementerian/lembaga dalam | rencana  kebijakan  kementerian/lembaga dalam  bentuk  peraturan
bentuk peraturan | menteri/kepala lembaga di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang

menteri/kepala lembaga yang | perlu mendapatkan persetujuan Presiden.
perlu mendapatkan persetujuan
Presiden di bidang penanaman
modal dan kepariwisataan yang
disetujui oleh Sekretaris
Kabinet

Disetujui berarti:

Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi memanfaatkan rekomendasi
Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk
peraturan menteri/kepala lemhbaga di bidang penanaman modal dan
kepariwisataan yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, dengan
mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada
Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga.

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan
kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga
yvang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang penanaman
modal dan kepariwisataan yang disetujui untuk disampaikan kepada
stakeholders x 100%

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan
kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga
vang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang penanaman
modal dan kepariwisataan yang dimanfaatkan Deputi Bidang
Kemaritiman dan Investasi dalam rekomendasi yang diajukan kepada
Sekretaris Kabinet

2. Terwujudnya...



No.

2.

Sasaran Strategis

Terwujudnya hasil
pengendalian
penyeclenggaraan
pemerintahan yang
berkualitas di bidang
kemaritiman dan
investasi

a, Persentase

IKU

rekomendasi
alternatif penyelesaian
masalah atas pelaksanaan
kebijakan dan program
pemerintah yang mengalami
hambatan di bidang
penanaman modal dan
kepariwisataan yang disetujui
oleh Sekretaris Kabinet
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Keterangan
IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan

Kepariwisataan dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang
berkualitas terkait penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program
pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang mengalami
hambatan.
Disetujui berarti;
Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi memanfaatkan alternatif penyelesaian
masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami
hambatan di bidang penanaman modal dan kepariwisataan, dengan:
a. mengajukan kepada Sekretaris Kabinet uniuk disetujui dan disampaikan kepada
Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;
b. menyampaiken surat Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi kepada pimpinan
di kementerian /lembaga (Eselon I).
Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan
program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang penanaman modal
dan kepariwisataan yang disetujui untuk disampaikan kepada stakeholders

100%
Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan x °

program pemetintah yang mengalami hambatan di bidang penanaman modal
dan kepariwisataan yang dimanfaatkan Deputi Bidang Kemaritiman dan
Investasi dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet
dan /atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)

b. Persentase...




No. Sasaran Strategis
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IKU

b. Persentase rekomendasi hasil

pemantauan, evaluasi, dan

pengendalian atas pelaksanaan
kebijakan dan program pemerintah di
bidang penanaman modal dan
kepariwisataan yang disetujui oleh
Sekretaris Kabinet

Keterangan

IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang
Penanaman Modal dan Kepariwisataan dalam penyiapan analisis dan
pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait
pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan
dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan

kepariwisataan. ~——
Disetujui berarti: o '
Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi memanfaatkan

rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi,

dan pengendalian atas pelaksahaan kebijakan dan program

pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan, dengan:

a. mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan
disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala
Lembaga;

b. menyampaikan surat Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi
kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon ).

Pengukuran...




*%ﬁiﬁﬁ‘m

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIE INDONESIA

26~

No. Sasaran Strategis IKU Keterangan

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil
pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan
kebijjakan dan program pemerintah di bidang penanaman
modal dan kepariwisataan yvang disetujui untuk
disampaikan kepada stakeholders

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil
pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan
kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman
modal dan kepariwisataan yang dimanfaatkan Deputi
Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam rekomendasi yang
diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di
kementerian/lembaga (Eselon I)

x 100%

SEKRETARIS KABINET

REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

PRAMONO ANUNG

~SHRETARIAT KABINET RI

pul idang Administrasi,




LAMPIRAN VI
PERATURAN SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

S UBITE INDONESLs NOMOR  :5 TAHUN 2021
TANGGAL  : 23 JUNI 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI] BIDANG DUKUNGAN KERJA KABINET SEKRETARIAT KABINET DAN
UNIT KERJA DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG DUKUNGAN KERJA KABINET

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG DUKUNGAN KERJA KABINET SEKRETARIAT KABINET

1. Nama Organisasi :@: Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Sekretariat Kabinet

2. Tugas : Membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan manajemen kabinet dalam hal penyiapan,

pengadministrasian, penyelenggaraan dan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau
dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, penyiapan naskah dan penerjemahan bagi Presiden dan/atau Wakil
Presiden, serta pelaksanaan hubungan kemasyarakatan, penyelenggaraan acara, dan keprotokolan Sekretariat Kabinet.

3. Fungsi

a. Penyelenggaraan urusan administrasi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil
Presiden,

b. Penyusunan risalah dan pendokumentasian, pendistribusian dan publikasi hasil sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin
dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden,;

¢. Penyelenggaraan urusan pendokumentasian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang
dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;

d. Pengoordinasian penyiapan naskah dokumen kepresidenan dan kenegaraan;

€. Pelaksanaan penerjemahan bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta di lingkungan Sekretariat Kabinet;

f. Penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan serta koordinasi dan keprotokolan rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh
Sekretaris Kabinet; dan

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet.

4. Indikator...
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Indikator Kinerja Utama

No. Sasaran Strategis

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

IKU

Keterangan

1.

Terwujudnya layanan

persidangan kabinet, naskah
kepresidenan, dan dokumen
terjemahan yang berkualitas

v

Persentase tingkat kepuasan Sekretaris
Kabinet terhadap pengelolaan sidang
kabinet, rapat, atau pertemuan yang
dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden
dan/atau Wakil Presiden

IKU mengukur kunalitas kinerja Deputi Bidang Dukungan
Kerja Kabinet dalam melaksanakan penyiapan dan
penyelenggaraan sidang kabinet.

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:
Hasil Survei

Survei dilaksanakan secara berkala dengan responden
Sekretaris Kabinet dan para pejabat Eselon I di lingkungan
Sekretariat Kabinet,

Persentase naskah kepresidenan yang
disampaikan kepada Presiden RI

Naskah dokumen kepresidenan dimaksud dapat berupa:

a. Surat Presiden kepada kepala negara
sahabat/pemerintahan negara-negara sahabat atau
kepala organisasi internasional;

b. Surat Presiden kepada Ketua DPR RI mengenai
permohonan pertimbangan terkait pencalonan Duta
Besar untuk negara sahabat dan pencalonan Duta
Besar negara sahabat untuk Republik Indonesia;

c. Surat Kepercayaan (Letter of Credence] dan surat
penarikan kembali (Letter of Recall) Duta Besar RI untuk
negara sahabat;

d. Surat...



No.

Sasaran Strategis

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

IKU

Keterangan

d. Surat  Tauliah (Letter of Commission) konsul
jenderal /konsul/konsul kehormatan RI di luar negeri; dan

e. Surat Pengakuan (Exequatur} bagi konsul
jenderal/konsul/konsul kehormatan negara sahabat di
Indonesia. :

Disampaikan berarti:

Dokumen naskah kepresidenan yang disiapkan Deputi Bidang
Dukungan Kerja Kabinet disetujui Sckretaris Kabinet dan
disampaikan kepada Presiden (secara tepat waktu).
Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

Jumlah naskah kepresidenan yang disampaikan
kepada Presiden

X 100%
Jumlah naskah kepresidenan yang disiapkan

C.

Persentase dokumen terjemahan yang

tidak mendapatkan komplain
stakeholders

dari

IKU digunakan untuk mengukur kualitas dokumen
terjemahan yang disiapkan oleh Deputi Bidang Dukungan
Kerja Kabinet.

Dokumen terjemahan meliputi:

a. Artikel, transkripsi kegiatan Presiden, di situs setkab.go.id;

b. Pidato Kenegaraan Tahunan;

¢. Produk hukum yang diinisiasi oleh Pejabat Fungsional
Penerjemah dan/atau permintaan resmi
Kementerian /LLembaga atau unit kerja lain di Sekretariat
Kabinet.

Tidak...




No.

Sasaran Strategis

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

IKU

Terwujudnya kelancaran
tugas, transparansi, dan
akuntabilitas Sekretariat
Kabinet

Persentase tingkat kepuasan terhadap
informasi terkait kegiatan kabinet dan
Sekretariat Kabinet yang disebarluaskan
melalui website dan media sosial

Keterangan

Tidak adanya komplain dari stakeholders terhadap
dokumen terjemahan yang dihasilkan menandakan bahwa
dokumen-dokutmnen tersebut disusun secara akurat.

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

Jumlah dokumen terjemahan yang tidak
mendapat komplain dari stakeholders

. X 100%
Jumlah  dokumen  terjemahan  yang

dihasilkan oleh Deputi Bidang Dukungan
Kerja Kabinet

IKU digunakan untuk mengukur kinerja Deputi Bidang
Dukungan Kerja Kabinet dalam penyebarluasan informasi
terkait kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet berupa
berita, artikel, transkripsi, video, dan atau foto melalui
situs resmi dan media sosial Sekretariat Kabinet,

Survei dilaksanakan secara berkala dengan menggunakan
skala fikert, dan interpretasi persentase kepuasan yang
digunakan yaitu:

Bobot...



No.

Sasaran Strategis

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESLA

layanan keprotokolan

-
IKU Keterangan
Bobot Nilai
Intetval Pe?;gi}::% Predikat
_[8kor Persepsi)
4 81,25% - 100% | Sangat memuaskan
3 62,5% - 81,24% Memuaskan
2 43,75% - 62,4% | Cukup memuaskan
1 25% - 43,74% | Kurang memuaskan
Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:
Jumlah total skor persepsi responden = 100%
Jumlah responden
b. Persentase tingkat kepuasan terhadap | IKU digunakan untuk mengukur kinerja Deputi Bidang

Dukungan Kerja Kabinet dalam penyelenggaraan acara
dan keprotokolan Sekretaris Kabinet.

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:
Hasil Survei

Responden adalah para tamu dan peserta rapat atau

pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh
Sekretaris Kabinet yang berasal dari
Kementerian/Lembaga, Perwakilan Negara Sahabat,

Perwakilan Masyarakat, Lembaga Non Pemerintah, dan
lain-lain.

Survei...




No.

Sasaran Strategis

IKU

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Keterangan

Survei dilaksanakan secara berkala dengan menggunakan skala likert, dan
interpretasi persentase kepuasan yang digunakan yaitu:

Bobot Nilai Indeks .
Interval _ Persentase Predikat
[Skor Persepsi)
4 81,25% - 100% Sangat memuaskan
3 62,5% - 81,24% Memuaskan
2 43,75% - 62,4% Cukup memuaskan
1 25% - 43,74%

Kurang memuaskan

x 100%

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:
Jumlah total skor persepsi responden
Jumlah responden

B. INDIKATOR...
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B. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG PENYELENGGARAAN PERSIDANGAN

1. Nama Organisasi : Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan
2. Tugas :  Melaksanakan penyelenggaraan dukungan teknis dan administrasi penyiapan bahan-bahan sidang kabinet, rapat, atan

pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden

3. Fungsi :

a.

b.

C.

d.

Penyusunan jadwal dan agenda sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau
Wakil Presiden;

Pelaksanaan dukungan teknis, administrasi, dan koordinasi penyiapan penyelenggaraan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan
yang dipimpin dan /atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;

Pelaksanaan dukungan teknis, administrasi, dan koordinasi penyiapan bahan-bahan sidang kabinet maupun rapat, atau pertemuan yvang
dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet.

4. Indikator Kinerja Utama :

No.

Sasaran Strategis IKU Keterangan
Terselenggaranya persidangan a. Persentase tingkat kepuasan Sekretaris | IKU mengukur kualitas kinerja Asisten Deputi
kabinet yang berkualitas Kabinet dan para Eselon I di lingkungan | Bidang  Penyelenggaraan  Persidangan  dalam
Sekretariat Kabinet terhadap | melaksanakan penyiapan dan penyelenggaraan
penyelenggaraan persidangan kabinet sidang kabinet.

Pengukuran IKU menggunakan formulasi
perhitungan:

Hasil Survei

Survei...




No.

Sasaran Strategis

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

IKU

Keterangan

Survei dilaksanakan secara berkala dengan responden
Sekretaris Kabinet dan para pejabat Eselon I di lingkungan
Sekretariat Kabinet,

b. Persentase tingkat kepuasan terhadap
layanan permohonan penjadwalan
sidang kabinet

IKU mengukur kualitas kinerja Asisten Deputi Bidang
Penyelenggaraan Persidangan dalam memberikan
pelayanan penjadwalan sidang kabinet.

Pengukuran [KU menggunakan formulasi perhitungan:
Hasil Survei.

Survei dilaksanakan secara berkala dengan menggunakan
skala likert.
Responden: Pemohon penjadwalan sidang kabinet.

C. INDIKATOR...
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C. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG PELAPORAN PERSIDANGAN

1. Nama Organisasi : Asisten Deputi Bidang Pelaporan Persidangan
2, Tugas . Melaksanakan perekaman, transkripsi, dan pengelolaan risalah hasil sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang

dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

3. Fungsi :

a.

b.

d.

Penyelenggaraan kegiatan perekaman audio dan visual serta transkripsi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau
dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;

Penyusunan, pendistribusian, dan pendokumentasian risalah hasil sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri
oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;

Pelaksanaan fasilitasi operasional dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Deputi Bidang
Dukungan Kerja Kabinet; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet.

4. Indikator Kinerja Utama :

No. Sasaran Strategis IKU Keterangan
Terselenggaranya persidangan a. Persentase tingkat kepuasan Sekretaris | IKU mengukur kualitas kinerja Asisten Deputi
kabinet yang berkualitas Kabinet dan para Eselon I di lingkungan | Bidang Pelaporan Persidangan dalam melaporkan
Sekretariat Kabinet terhadap dokumen | hasil sidang kabinet.
hasil-hasil sidang kabinet Pengukuran IKU menggunakan formulasi
perhitungan:
Hasil Survei.
L

Survei...




No.

Sasaran Strategis

SEKRETARIS KABINET
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IKU

Keterangan

Survei dilaksanakan secara berkala dengan responden
Sekretaris Kabinet dan para pejabat Eselon I di lingkungan
Sekretariat Kabinet.

Kuesioner meliputi penilaian kepuasan atas jenis layanan
utama yaitu: Risalah Sidang Kabinet.

b. Persentase tingkat kepuasan terhadap
pelayanan permohonan salinan risalah
sidang kabinet

IKU mengukur kualitas kinerja Asisten Deputi Bidang Pelaporan
Persidangan dalam melayani permohonan salinan risalah sidang
kabinet. : '
Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

Hasil Survei.

Survei dilaksanakan secara berkala dengan menggunakan skala
likert

Responden: Pemohon salinan risalah hasil survei.

c. Persentase Arahan Presiden (APRES) pada
sidang kabinet yang dipimpin dan/atau
dihadiri Presiden yang disampaikan
kepada Pejabat Eselon I di Sekretariat
Kabinet

IKU digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Asisten
Deputi Bidang Pelaporan Persidangan dalam menyelesaikan
dolumen hasil sidang yang berisi Arahan Presiden (APRES) dan
menyampaikannya kepada pejabat Eselon I di Sekretariat
Kabinet.

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

Jumlah APRES yang disampaikan kepada pejabat
eselon I di lingkungan internal Sekretariat Kabinet

Jumlah APRES yang dihasilkan

x 100%

D. INDIKATOR...
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D. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG HUBUNGAN KEMASYARAKATAN DAN PROTOKOL

N =

Nama Organisasi 1 Asisten Deputi Bidang Hubungan Kemasyarakatan dan Protokol
Tugas : Melaksanakan hubungan kemasyarakatan serta koordinasi dan keprotokolan rapat atau pertemuan yang dipimpin
dan/atau dihadiri oleh Sekretaris Kabinet

Fungsi :

a. Pengelolaan hubungan kemasyarakaten, peliputan, pengelolaan informasi, dan pemberian layanan informasi yang berkaitan dengan
kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet;

b. Pengelolaan media dan penyebarluasan informasi yang berkaitan dengan kegiatan kabinet dan Sckretariat Kabinet, serta pemantauan dan
evaluasi media arus utama dan media sosial;

c. Pelaksanaan keprotokolan Sekretaris Kabinet dan/atau pengoordinasian keprotokolan kegiatan yang diselenggarakan oleh Sekretariat
Kabinet;

d. Pelaksanaan koordinasi antar kementerian/lembaga dalam rangka mendukung acara, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau
dihadiri oleh Sekretaris Kabinet; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet.

4. Indikator...



4. Indikator Kinerja Utama :

No.

Sasaran Strategis

Terselenggaranya hubungan
kemasyarakatan dan
keprotokolan Sekretariat
Kabinet yang berkualitas

e

SEKRETARIS KABINET

kegiatan kabinet dan Sekretariat
Kabinet

REPUBLIK INDONESIA
-12-
IKU Keterangan
a. Persentase tingkat kepuasan | IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang
terhadap pelayanan permohonan | Hubungan Kemasyarakatan dan Protokol dalam melayani permohonan
informasi hasil peliputan | informasi hasil peliputan kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet

berupa berita, artikel, transkripsi, video, foto, dan lain-lain.

Pengukuran JKU menggunakan formulasi perhitungan:
Hasil Survei.

Responden adalah pemohon informasi hasil peliputan kegiatan Kabinet
dan Sekretariat Kabinet.

Jawaban survei akan dihimpun dan diakumulasikan setiap
1 (satu) tahun sekali yaitu pada akhir tahun.

. Jumlah

laporan layanan
protokoler yang dilaksanakan
secara tepat waktu

IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang
Hubungan Kemasyarakatan dan Protokol dalam pelaksanaan
keprotokolan  Sekretaris Kabinet dan/fatau  pengoordinasian
keprotokolan kegiatan yang diselenggarakan oleh Sekretariat Kabinet.

Tepat waktu berarti:

Laporan layanan protokoler dilaksanakan sesuai waktu yang
ditetapkan di dalam Standar Operasional Prosedur (SOP)

E. INDIKATOR...
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E. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG NASKAH DAN PENERJEMAHAN

[—y
.

Nama Organisasi

Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan
Melaksanakan penyiapan naskah dokumen kepresidenan dan kenegaraan, penerjemahan bagi Presiden dan/atau

Wakil Presiden, serta pencatatan verbatim pidato Presiden dalam acara kepresidenan/kenegaraan

Penyiapan naskah resmi kepresidenan/kenegaraan dan pimpinan;
Penerjemahan tertulis naskah resmi kepresidenan /kenegaraan dan Sekretariat Kabinet;

Pengoordinasian dukungan penerjemahan lisan acara kepresidenan/kenegaraan serta pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet;
Pencatatan, kompilasi, distribusi, dan pendokumentasian verbatim pidato dalam acara kepresidenan /kenegaraan; dan

2. Tugas
3. Fungsi :
a.
b.
C.
d.
e.

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet.

4. Indikator Kinerja Utama :

No.

1.

Sasaran Strategis

Terwujudnya naskah
kepresidenan yang
berkualitas

IKU

Persentase naskah  kepresidenan
yang disampaikan secara tepat waktu

Keterangan

IKU digunakan untuk mengukur kinetja Asisten Deputi Bidang
Naskah dan Penerjemahan dalam penyiapan naskah dokumen
kepresidenan dan kenegaraan.

Naskah kepresidenan dimaksud dapat berupa:

a. Surat Presiden kepada kepala negara sahabat/pemerintahan
negara-negara sahabat atau kepala organisasi internasional;

b. Surat Presiden kepada Ketua DPR RI mengenai permchonan
pertimbangan terkait pencalonan Duta Besar untuk negara
sahabat dan pencalonan Duta Besar negara sahabat untuk
Republik Indonesia,; R

c. Surat...



No.

Sasaran Strategis

IKU
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Keterangan

c. Surat Kepercayaan (Letter of Credence) dan surat penarikan
kembali {Letter of Recall) Duta Besar RI untuk negara sahabat;

d. Surat Tauliah (Letter of Comumission) konsul
jenderal/konsul /konsul kehormatan RI di luar negeri; dan

e. Surat Pengakuan (Exequatur) bagi konsul
jenderal/konsul/konsul kehormatan negara sahabat di
Indonesia.

Tepat waktu berarti:

Dokumen naskah kepresidenan yang disiapkan Asisten Deputi
Bidang Naskah dan Penerjemahan disampaikan kepada Deputi
Bidang Dukungan Kerja Kabinet secara tepat waktu sesuai
dengan SOP.

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:
Jumlah naskah kepresidenan disampaikan secara
fepat waktu

Jumlah naskah kepresidenan yang dihasilkan

x 100%

2. Terwyjudnya..,




No. Sasaran Strategis

2. Terwujudnya dokumen
terjemahan yang berkualitas

.’hm&.“, -
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IKU

Persentase penyelesaian dokumen
terjemahan yang dipublikasikan di
web,

Keterangan

IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang
Naskah dan Penerjemahan dalam menghasilkan dokumen
terjemahan yang dimanfaatkan oleh stakeholders.

Dokumen terjemahan yang dipublikasikan melalui situs
Setkab.go.id diantaranya berupa artikel dan transkripsi kegiatan
Presiden. Publikasi menandakan pelayanan kepada publik
sehingga dokumen terjemahan dapat bermanfaat.

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

Jumlah dokumen terjemahan yang dipublikasikan
di web

Jumlah dokumen terjemahan yang dihasilkan

x 100%

Salinan sesuai dengan aslinya
ETARIAT KABINET RI
wiBidang Administrasi,

SEKRETARIS KABINET

REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

PRAMONO ANUNG
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Ry PERATURAN SEKRETARIS KABINET
" REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 5 TAHUN 2021
TANGGAL : 23 JUNI 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI SEKRETARIAT KABINET DAN
UNIT KERJA DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI SEKRETARIAT KABINET

1. Nama Organisasi : Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet
2. Tugas : Membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pengelolaan dan pengembangan sumber dé.ya manusia di

lingkungan Sekretariat Kabinet, pemberian pelayanan dan dukungan administrasi perencanaan, keuangan, penyediaan
sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik negara, serta pelayanan dan dukungan administrasi lainnya di lingkungan
Sekretariat kabinet, serta pemberian dukungan pemikiran, teknis, dan administrasi dalam pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya kepada Tim Penilai
Akhir,

3. Fungsi

a.

oo

Penyelenggaraan dan pengadministrasian pengangkatan, pemindahan serta pemberhentian dalam dan dari jabatan aparatur sipil negara di
lingkungan Sekretariat Kabinet;

Penyelenggaraan urusan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat Kabinet;

Penyelenggaraan pengkajian dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Sekretariat Kabinet;

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara di lingkungan Sekretariat Kabinet;

Penyelenggaraan pembinaan dan perlindungan bagi aparatur sipil negara di lingkungan Seckretariat Kabinet;

Penyelenggaraan pelayanan dan dukungan administrasi, ketatausahaan pimpinan, perencanaan, kenangan dan anggaran, akuntabilitas
kinerja, dan refermasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet;

Penyediaan sarana dan prasarana, pemeliharaan, perawatan, dan pengelolaan barang milik negara, serta penyelenggaraan pelayanan dan
administrasi pengadaan di lingkungan Sekretariat Kabinet;

Pemberian dukungan pemikiran, teknis, dan administrasi dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi
Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya kepada Tim Penilai Akhir;

Pemberian dukungan administrasi bagi Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet.

4. Indikator...



No.

1.

4. Indikator Kinerja Utama:
Sasaran Strategis

Terwujudnya Keputusan
Presiden terkait
pengangkatan,
pemindahan dan
pemberhentian Jabatan
Pimpinan Tinggi Utama,
Jabatan Pimpinan Tinggi
Madya K/L, dan
pemerintah provinsi hasil
sidang Tim Penilai Akhir
yang berkualitas

SEKRETARIS KABINET
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IKU
Persentase Keputusan Presiden terkait
pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian

Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan
Tinggi Madya K/L, dan pemerintah provinsi hasil
sidang Tim Penilai Akhir yang diselesaikan secara
akurat

Keterangan

IKU mengukur kinerja Deputi Bidang Administrasi dalam
pemberian dukungan teknis, dan administrasi pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utamar,
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya melalui Tim
Penilai Akhir.

Akurat berarti:

Tidak terdapat kesalahan dalam pengajuan Keputusan Presiden
(Keppres) terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian
Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya
K/L, dan pemerintah provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir
kepada Presiden.

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

Jumlah Keppres terkait pengangkatan, pemindahan

dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama,
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan pemerintah

provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang
diselesaikan secara akurat

x100%

Jumlah Keppres terkait pengangkatan, pemindahan
dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama,
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan pemerintah
provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang
disampaikan kepada Presiden

2. Terwujudnya...
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Sasaran Strategis IKU Keterangan

2. | Terwujudnya layanan a. Persentase rekomendasi penilaian IKU mengukur kualitas pemberian rekomendasi penilaian Pejabat

pembinaan jabatan Pejabat Fungsional Penerjemah yang Fungsional Penerjemah yang dilaksanakan Pusat Pembinaan

fungsional penerjemah diselesaikan secara akurat Penerjemah yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet

yang berkualitas melalui Deputi Bidang Administrasi.

Akurat berarti:

Tidak ada komplain dari instansi pengusul atas rekomendasi
penilaian Pejabat Fungsional Penerjemah yang diberikan Sekretariat
Kabinet

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:
Jumlah rekomendasi penilaian Pejabat Fungsional

Penerjemah yang diselesaikan secara akurat
x100%

Jumlah rekomendasi penilaian Pejabat Fungsional
Penerjemah yang disampaikan kepada instansi pengusul

b. Tingkat kepuasan peserta pendidikan IKU mengukur kualitas layanan pendidikan dan pelatihan yang
dan pelatihan dilaksanakan Pusat Pembinaan Penerjemah.

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:
Hasil Survei

Responden adalah peserta pendidikan dan pelatihan

3. Terwujudnya...
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Terwujudnya kelancaran
tugas, transparansi, dan
akuntabilitas Sekretariat
Kabinet )

SEKRETARIS KABINET
REPUEBLIK INDONESIA

a. Persentase kepuasan terhadap dukungan
manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di
lingkungan Sekretariat Kabinet

Keterangan

IKU menunjukkan pencapaian kinerja yang terukur dan
obyektif dari Deputi Bidang Administrasi berdasarkan
respon umt kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet
terhadap pemberian dukungan manajemen dan tugas
teknis lainnya yang diselenggarakan oleh unit-unit kerja
di bawah Deputi Bidang Administrasi melalui survei.

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:
Hasil Survei

b. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap
Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet

Mengukur  pencapaian  kinerja  Deputi  Bidang
Administrasi baik dari sisi internal maupun eksternal
terhadap proses pengelolaan/pelayanan administrasi
keuangan secara transparan dan akuntabel.

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

Realisasi diukur berdasarkan Opini yang diberikan BPK
terhadap Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet, dengan
ketentuan capaian sebagai berikut:

Kriteria Opini Persentase Realisasi
Wajar Tanpa Pengecualian 100%
Wajar Dengan Pengecualian 80%
Tidak Wajar 60%
Tidak Memberikan Opini 40%

c. Hasil...
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IKU

Penilaian Alkuntabilitas

Pemerintah Sekretariat Kahinet

Kinerja Instansi

Keterangan

IKU digunakan untuk mengukur kualitas pelaksanaan
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Sekretariat Kabinet berdasarkan hasil penilaian yang
dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB).

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

Realisasi diukur berdasarkan predikat hasil penilaian

AKIP yang diberikan Kementerian PANRB terhadap AKIP
Sekretariat Kabinet, dengan persentase realisasi
mengikuti skor penilaian sebagai berikut:

Kategori Nilai Predikat

AA >90-100 Sangat Memuaskan
A >80-90 Memuaskan
BB >70-80 Sangat Baik

B >60-70 Baik |
CC >50-60 Cukup

C >30-50 Kurang

D 0-30 Sangat Kurang

d. Indeks...
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IKU

d. Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat
Kabinet

Keterangan

IKU digunakan untuk mengukur kualitas pelaksanaan Reformasi
Birokrasi Sekretariat Kabinet berdasarkan hasil penilaian yang
dilakukan oleh Kementerian PANRB.

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

Realisasi diukur berdasarkan hasil penilaian RB yang diberikan
Kementerian PANRB, dengan persentase realisasi sama dengan total
skor penilaian yang terdiri dari nilai pengungkit dan nilai hasil.

Persentase realisasi mengikuti skor penilaian sebagai berikut:

Kategori Nilai Predikat
i AA >90-100 Sangat Memuaskan
A >80-90 Memuaskan
BB >70-80 Sangat Baik
B >60-70 Baik
. CC »50-60 Cukup
- C >30-50 Kurang
D 0-30 Sangat Kurang

e. Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi (PMPRB}
Sekretariat Kabinet

IKU digunakan untuk mengukur kualitas pelaksanaan Reformasi
Birokrasi Sekretariat Kabinet berdasarkan hasil penilaian atas
komponen pengungkit dan komponen hasil yang dilakukan oleh Tim
Asessor yang dikoordinasikan Inspektorat Sekretariat Kabinet.

Pengukuran IKU menggunakan fortnulasi perhitungan:
Realisasi sama dengan hasil PMPRB Sekretariat Kabinet

f. Nilai...
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f. Nilai hasil monev keterbukaan | [KU mengukur keberhasilan Sekretariat Kabinet dalam pengelolaan
informasi publik data dan informasi publik untuk melaksanakan keterbukaan informasi
publik,

Pengukuran keberhasilan berdasar formulasi perhitungan hasil
monitoring dan evaluasi Komisi Informasi Pusat (KIP) atas pelaksanaan
keterbukaan informasi publik di lingkungan Sekretariat Kabinet sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

Kategori Skor
Informatif 90-100
Menuju Informatif 80-89,9
Cukup Informatif 60-79,9
Kurang Informatif 40-59,9
Tidak Informatif 0-<40

g. Indeks...
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g. Indeks kematangan Sistem | IKU mengukur keberhasilan Sekretariat Kabinet dalam pengelolaan
Pemerintahan Berbasis Elektronik | sistem teknologi informasi berdasarkan evaluasi SPBE yang
(SPBE) dilaksanakan oleh Kementerian PANRB.

Nilai Indeks SPBE, dari hasil evaluasi, menggambarkan tingkat
kematangan (maturity level) terhadap 3 (tiga) unsur penting dalam
penerapan SPBE, yaitu: Penyelenggaraan pemerintahan sebagai unsur
tata kelola; keandalan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
sebagai pengungkit {enabler) dalam pelaksanaannya; dan kemudahan
layanarf pemerintah yang diberikan kepada pengguna, sesuai tugas
dan fungsinya masing-masing,

Pengukuran KU menggunakan formulasi perhitungan hasil evaluasi
SPBE, sebagai berikut:

Nilai Indeks Predikat
4,2—5,0 Memuaskan
3,5—<4,2 Sangat Baik
2,6—<3,5 Baik
1,8—<2,6 Cukup
l <1,8 Kurang

B. INDIKATOR...
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B. INDIKATOR KINERJA UTAMA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

1. Nama Organisasi : Biro Perencanaan dan Keuangan
2. Tugas ¢ Memberikan dukungan kebijakan dan administrasi di bidang perencanaan, keuangan, serta pemantauan dan

evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran di Sekretariat Kabinet dan unit kerja lain
yang secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretariat Kabinet

3. Fungsi

a.

Pengoordinasian penyusunan, penelaahan, dan pembahasan rencana strategis pada tingkat instansi, program kerja, kerangka acuan kerja
dan rincian anggaran biaya, rencana kerja, rencana kerja dan anggaran, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan
daftar isian pelaksanaan anggaran, serta dukungan teknis dan administrasi keuangan lainnya;

Pengoordinasian dan penyusunan bahan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sekretariat Kabinet;
Penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan;

Pengoordinasian, penelaahan, pembahasan, pemantauan, evaluasi, dan revisi perencanaan dat pelaksanaan program, kegiatan, dan
anggaran Sekretariat Kabinet, revisi daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan daftar isian pelaksanaan anggaran,
dan evaluasi rencana strategis Sekretariat Kabinet; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Administrasi.

4. Indikator,..
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1. | Meningkatnya kualitas Persentase kepuasan unit kerja terhadap | IKU digunakan untuk mengukur kualitas layanan
perencanaan program dan layanan perencanaan program dan | perencanaan program dan anggaran Sekretariat Kabinet
anggaran anggaran Sekretariat Kabinet berdasarkan tingkat kepuasan unit kerja internal
Sekretariat Kabinet yang menerima layanan Biro
Perencanaan dan Keuangan.
Pengukuran JKU menggunakan formulasi perhitungan:
Hasil Survei
2. | Meningkatnya kualitas manajemen | a. Persentase kesesuaian Laporan | IKU digunakan untuk mengukur pencapaian kinerja

keuangan

Keuangan dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP)

layanan manajemen keuangan yang akuntabel dan
transparan sehingga Laporan Keuangan yang dihasilkan
dapat mendukung perolehan Opini dari Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK).

Pengukuran JKU menggunakan formulasi perhitungan:

Jumlah temuan di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK
atas Laporan Keuangan yang tidak sesuai SAP, dengan
ukuran realisasi sebagai berikut:

Jumlah Persentase Jumlah Persentase
Temuan Realisasi Temuan Realisasi
O 100% 13-15 50%
1-3 90% 16-18 40%
4-6 J 80% 19-21 30%
7-9 70% 22-24 20%
10-12 60% >25 10%

b. Persentase...
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b. Persentase penyelesaian penerbitan | IKU mengukur kualitas penyelenggaraan layanan keuangan
Surat Perintah Pembayaran yang |guna terciptanya kelancaran pelaksanaan fungsi keuangan
diselesaikan secara akurat dan terhindar dari kesalahan yang material.
Akurat berarti:
Tidak terdapat kesalahan dalam Surat Perintah Pembayaran
yvang diterbitkan,
Pengukuran 1IKU menggunakan formulasi perhitungan:
Jumlah Surat Perintah Pembayaran yang diselesaikan
secara akurat <100%
Jumlah Surat Perintah Pembayaran yang diterbitkan
3. | Meningkatnya kualitas . Persentase  tingkat pemanfaatan | IKU digunakan untuk mengukur tingkat pemanfaatan
pemantauan dan evaluasi dokumen hasil pemantauan dan | dokumen hasil pemantauan dan evaluasi perencanaan dan
evaluasi perencanaan dan | pelaksanaan program, Kegiatan dan anggaran oleh unit-unit

pelaksanaan program, kegiatan dan
anggararn

kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet.
Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:
Hasil Survei

Dokumen yang diukur antara lain:
Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran.

|

b. Persentase...
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b. Persentase kepuasan unit Kerja
terhadap layanan revisi anggaran

Keterangan

IKU digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan atas
layanan revisi anggaran berdasarkan tingkat kepuasan
unit kerja internal Sekretariat Kabinet yang mengajukan
revisi,

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

Hasil Survei

C. INDIKATOR...
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C. INDIKATOR KINERJA UTAMA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA

1. Nama Organisasi : Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana
2. Tugas : Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan aparatur sipil negara dan pegawai lainnya di lingkungan Sekretariat

Kabinet, menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi kepada Sekretaris Kabinet dalam pengangkatan dan
pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya melalui Tim
Penilai Akhir, penyelenggaraaan pembinaan dan perlindungan bagi aparatur sipil negara di lingkungan Sekretariat
Kabinet, serta pengkajian dan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan di lingkungan Sekretariat Kabinet

3. Fungsi

a.
b.
c.

=

Perencanaan dan pengadaan aparatur sipil negara dan pegawai lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet;

Pengolahan data dan informasi kepegawaian,;

Penyelenggaraan dan pengadministrasian pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan, kepangkatan,
pemberhentian dan pensiun aparatur sipil negara dan pegawai lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet;

Pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada Sekretaris Kabinet dalam melaksanakan tugas untuk penyiapan pengangkatan dan
pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan/atau Jabatan Pimpinan Tinggi Utama;

Penyiapan dan penyelesaian administrasi lainnya bagi aparatur sipil negara dan pegawai lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet;
Perencanaan, pelaksanaan, dan kerja sama dalam pengembangan kapasitas aparatur sipil negara di lingkungan Sekretariat Kabinet;
Pembinaan dan perlindungan aparatur sipil negara dan pegawai lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet;

Pengkajian dan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan di lingkungan Sekretariat Kabinet; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Administrasi.

4. Indikator...
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Presiden terkait pengangkatan,
pemindahan dan pemberhentian
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Tim Penilai Akhir yang berkualitas
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Uraian IKU

Persentase Rancangan Keputusan
Presiden terkait pengangkatan,
pemindahan dan  pemberhentian

Jabatan Pimpinan Tinggi Utama,
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L,
dan pemerintah provinsi hasil sidang
Tim Penilai Akhir yang diselesaikan
secara tepat waktu

Keterangan

IKU mengukur kinerja Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi
dan Tata Laksana melaksanakan tugas untuk penyiapan
pengangkatan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi
Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan pemerintah
provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir.

Tepat waktu berarti:

Penyelesaian rancangan Keppres terkait pengangkatan,
pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi
Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya
hasil sidang Tim Penilai Akhir yang diajukan kepada Presiden
dilaksanakan sesuai SOP,

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:
Jumlah Rancangan Keppres terkait pengangkatan,
pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan
Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan
Pejabat lainnya hasil sidang Tim Penilai Akhir yang

diselesaikan secara tepat waktu
x100%

Jumlah Rancangan Keppres terkait pengangkatan,
pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan
Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan
Pejabat lainnya hasil sidang Tim Penilai Akhir yang
disampaikan kepada Presiden :

2. Meningkatnya..
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a. Persentase kepuasan layanan kepegawaian

Keterangan

IKU digunakan untuk mengukur efektivitas dan
kualitas kualitas pengolahan data dan informasi
kepegawaian, perencanaan dan pengadaan, serta
penatausahaan pengangkatan, pemindahan,
pemberhentian dalam dan dari jabatan,
kepangkatan, pemberhentian dan  pensiun
aparatur sipil negara dan pegawai lainnya di
lingkungan Sekretariat Kabinet

Pengukuran IKU  menggunakan  formulasi

perhitungan:
Hasil Survei

b. Persentase kepuasan peserta terhadap
pelaksanaan  program  pengembangan
kapasitas pegawai

IKU digunakan untuk mengukur efektivitas dan
kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan kerja
sama dalam pengembangan kapasitas aparatur
sipil negara di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Pengukuran IKU menggunakan  formulasi
perhitungan:
Hasil Survei

c. Persentase...
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¢. Persentase kepuasan layanan | IKU digunakan untuk mengukur efektivitas dan
pembinaan pegawai kualitas pelaksanaan layanan pembinaan dan
perlindungan aparatur sipil negara dan pegawai
lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet.
Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:
Hasil Survei
3 Meningkatnya efektivitas layanan a. Persentase penilalan atas efektivitas | IKU digunakan untuk mengukur efektivitas penataan

manajemen organisasi dan tata
laksana

kelembagaan

kelembagaan Sekretariat Kabinet.

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:
Hasil Survei

b. Persentase penilaian atas efektivitas
manajemen tata laksana

IKU digunakan untuk mengukur efektivitas
manajemen tata laksana di lingkungan Sekretariat
Kabinet salah satunya penilaian atas pelaksanaan SOP
yang ada di lingkungan Sekretariat Kabinet.
Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:
Hasil Survei

c. Persentase..,
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c. Persentase produk  hukum  yang
diselesaikan secara tepat waktu

Keterangan

IKU digunakan untuk mengukur ecfektivitas dan
kualitas pelaksanaan penyusunan produk hukum baik
di lingkungan Sekretariat Kabinet,

Tepat waktu berarti:

Produk hukum disusun sesuai dengan waktu yang

telah ditetapkan dalam SOP, 1

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:
Jumlah produk hukum yang diselesaikan
secara tepat waktu

Jumlah produk hukum yang dihasilkan

x1 000/0

d. Persentase kepuasan terhadap layanan
bantuan hukum

IKU digunakan untuk mengukur efektivitas dan
kualitas pelaksanaan layanan bantuan hukum bagi
aparatur sipil negara dan pegawai lainnya di
dilingkungan Sekretariat Kabinet.

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:
Hasil Survei
Responden adalah aparatur sipil negara danh pegawai

lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet yang
mendapatkan layanan bantuan hukum

D. INDIKATOR...
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D. INDIKATOR KINERJA UTAMA BIRO AKUNTABILITAS KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI

1. Nama Organisasi :  Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi
2, Tugas : Melaksanakan pengelolaan kinerja organisasi dan individu, pengelolaan reformasi birokrasi, pengendalian
persuratan, dan ketatausahaan pimpinan di lingkungan Sekretariat Kabinet
3. PFungsi :
a. Pengoordinasian penyusunan, penelaahan, dan pembahasan rencana strategis pada tingkat satuan organisasi dan unit kerja di lingkungan
Sekretariat Kabinet;
b. Penyelenggaraan perencanaan kinerja organisasi di lingkungan Deputi Bidang Administrasi dan Sekretariat Kabinet;
c. Penyelenggaraan pemantauan, pengukuran, dan pelaporan kinerja organisasi dan individu;
d. Pengembangan sistem manajemen kinerja;
e. Penyelenggaraan perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan
Deputi Bidang Administrasi dan Sekretariat Kabinet;
f. Pengoordinasian pelaksanaan penyusunan manajemen risike di lingkungan Sekretariat Kabinet;
g. Pelaksanaan manajemen perubahan di lingkungan Deputi Bidang Administrasi dan Sekretariat Kabinet;
h. Pengkajian dan pengembangan reformasi birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Administrasi dan Sekretariat Kabinet;
1. Penyelenggaraan pelayanan dan dukungan administrasi ketatusahaan pimpinan dan perbantuan, serta pengendalian persuratan;
j- Penomoran Peraturan Sekretaris Kabinet, Keputusan Sekretaris Kabinet, serta peraturan dan keputusan lainnya di lingkungan Sekretariat
Kabinet; dan
k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Administrasi.

4. Indikator...
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Keterangan

1. Meningkatnya kualitas
pelaksanaan akuntabilitas kinerja
dan reformasi birokrasi di
Iingkungan Sekretariat Kabinet

a, Jumlah unit kedeputian yang mendapat nilai
akuntabilitas kinerja minimal kategori BB

IKU digunakan untuk mengukur kualitas
pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) Sekretariat Kabinet berdasarkan
hasil penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh
Inspektorat Selaetariat Kabinet,

Pengukuran IKU menggunakan formulasi
perhitungan:

Realisasi sama dengan jumlah unit Eselon I yang
hasil evaluasi SAKIP-nya mendapat kategori minimal
“BB”,

b. Persentase tingkat pemanfaatan dokumen
akuntabilitas kinerja

IKU digunakan untuk mengukur kualitas kinerja
Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi
melalui pengukuran tingkat pemanfaatan dokumen
akuntabilitas kinerja oleh unit-unit kerja di
lingkungan Sekretariat Kabinet.

Pengukuran IKU menggunakan formulasi
perhitungan:

Hasil Survei

c. Jumlah...
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IKU

¢. Jumlah komponen

penilaian  reformasi

birokrasi yang nilainya meningkat

Keterangan

IKU digunakan untuk mengukur Kinerja Biro
Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi dalam
meningkatkan Lkualitas pelaksanaan Reformasi
Birokrasi Seckretariat Kabinet melalui peningkatan
hasil penilaian reformasi birokrasi yang dilakukan
oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi.

Pengukuran-  IKU menggunakan  formulasi
perhitungan:

Realisasi sama dengan jumlah komponen penilaian
reformasi birokrasi yang nilainya meningkat.

d. Persentase tingkat
reformasi birokrasi

pemanfaatan dokumen

IKU digunakan untuk mengukur kualitas kinerja
Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi
melalui pengukuran tingkat pemanfaatan dokumen
reformasi  birokrasi oleh wunit-unit kerja di
lingkungan Sekretariat Kabinet.

Pengukuran IKU menggunakan formulasi
perhitungan:
Hasil Survei

_—

2. Terselenggaranya...



No.

Sasaran Strategis

Terselenggaranya layanan persuratan
serta ketatausahaan pimpinan
di lingkungan Sekretariat Kabinet

..-(«:_'_ _.._,3*
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IKU

Persentase kepuasan layanan persuratan
dan ketatausahaan pimpinan

Keterangan

IKU digunakan untuk mengukur efektivitas dan
kualitas layanan pengendalian persuratan dan
ketatausahaan pimpinan melalui pengukuran tingkat
kepuasan unit kerja di lingkungan Sekretariat
Kabinet terhadap layanan  persuratan dan
ketatausahaan pimpinan.

Pengukuran IKU menggunakan formulasi

. perhitungan:

Hasil Survei | J

E. INDIKATOR...
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E. INDIKATOR KINERJA UTAMA BIRO UMUM

1. Nama Organisasi : Bire Umum

2. Tugas Meclaksanakan pengelolaan dan administrasi pengadaan barang dan jasa, pengelolaan barang milik negara,
pemeliharaan barang, bangunan, kendaraan, alat pengolah data, perlengkapan dan jamuan, serta pelayanan umum
lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet

3. Pungsi

a. Perencanaan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan mengenai pengadaan barang dan jasa;

b. pelaksanaan dukungan pelayanan dan administrasi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Sekretariat Kabinet;

c. Pengelolaan, perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengamanan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan,
penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik negara;

d. Pelaksanaan analisis kebutuhan barang dan kendaraan di lingkungan Sekretariat Kabinet;

e. Pemeliharaan kebutuhan sarana dan prasarana barang dan kendaraan di lingkungan Sekretariat Kabinet;

f. Penyiapan perlengkapan dan jamuan di lingkungan Sekretariat Kabinet;

g. Pelaksanaan dukungan teknis dan administrasi pelayanan umum lainnya; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Administrasi.

4. Indikator...



4. Indikator Kinerja Utama :

No. Sasaran Strategis

Meningkatnya kualitas
manajemen pengadaan, barang
milik negara, pemeliharaan,
perlengkapan dan jamuan, serta
pelayanan umum lainnya di
lingkungan Sekretariat Kabinet

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDOKESIA

-23-

Uraian IKU

a. Persentase kesesuaian pelaksanaan
pengadaan barang dan jasa dengan
rencana pengadaan

Keterangan

IKU digunakan untuk mengukur ketepatan pelaksanaan
pengadaan disesuaikan dengan Rencana Umum Pengadaan
(RUP) yang telah dibuat.

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

Jumlah paket pengadaan yang sesuai dengan

rencana (RUP) x 100%

Jumlah pengadaan yang dilaksanakan

b. Persentase akurasi laporan barang
milik negara

IKU digunakan untuk mengukur ketepatan pembuatan
laporan BMN yang dijadikan sebagai bahan laporan
pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan pengelolaan
BMN.

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:
Selisih nilai aset yang di-input dalam

laporan BMN Unaudited dengan

100% —_J laporan BMN Audited) < 100% =

Nilai aset yang di-input dalam
laporan BMN Audited

Capaian akurat apabila realisasinya 100%, jika realisasi
lebih atau kurang dari 100% menandakan ketidakalkuratan.

Pelaksanaan...




No.

Sasaran Strategis

SEKRETARIS KABINET
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D4

Uraian IKU

Keterangan

Pelaksanaan pengadaan yang sesuai dengan rencana
berarti;

¢ Waktu pelaksanaan paket pengadaan sesuai dengan
waktu pelaksanaan paket yang direncanakan dalam
RUP; dan

e Jenis metode pengadaan yang digunakan dalam
pelaksanaan pengadaan -sesuai dengan jenis metode
pengadaan yang direncanakan dalam RUP,

c. Persentase kepuasan terhadap layanan
pengadaan, pengelolaan barang milik
negara, pemeliharaan, perlengkapan,
jamuan, serta pelayanan umum
lainnya di lingkungan Sekretariat
Kabinet

IKU digunakan untuk mengukur kualitas layanan Biro
Umum terkait pengadaan, pengelolaan barang milik negara,
pemeliharaan, perlengkapan, jamuan, serta pelayanan
umum lainnya melalui pengukuran tingkat kepuasan unit-
unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet terhadap
pelayanan (kinerja) yang dilakukan oleh Biro Umum.

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:
Hasil Survei

SEKRETARIS KABINET

REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

PRAMONO ANUNG




LAMPIRAN VIII
AJLE PERATURAN SEKRETARIS KABINET

SEXRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIEK INDONESIA NOMOR : 5 TAHUN 2021

TANGGAL  : 23 JUNI 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA STAF AHLI SEKRETARIAT KABINET

1. Nama Organisasi : Staf Ahli
2. Tugas . a. Memberikan rekomendasi terhadap isu strategis dan aktual kepada Sekretaris Kabinet di bidang perekonomian dan
kesejahteraan rakyat;
b. Memberikan rekomendasi terhadap isu strategis dan aktual kepada Seckretaris Kabinet di bidang politik dan
hukum;

¢. Memberikan rekomendasi terhadap isu strategis dan aktual kepada Sekretaris Kabinet di bidang komunikasi;

d. Memberikan reckomendasi terhadap isu strategis dan aktual kepada Sekretaris Kabinet di bidang reformasi
birokrasi;

e. Memberikan rckomendasi terhadap isu strategis dan aktual kepada Sckretaris Kabinet di bidang kemaritiman,
investasi, dan hubungan internasional.

3. Indikator Kinerja Utama:

Sasaran Strategis Uraian IKU Keterangan
Terwujudnya dukungan a. Persentase rekomendasi Staf Ahli Bidang | IKU mengukur kinerja Staf Ahli Bidang Perekonomian
manajemen pimpinan oleh Perckonomian dan Kesejahteraan Rakyat | dan Kesejahteraan Rakyat dalam memberikan saran
Staf Ahli Sekretariat yang disampaikan kepada Sekretaris | dan pertimbangan terhadap isu strategis dan aktual
Kabinet Kabinet kepada Sekretaris Kabinet.

Pengukuran [KU menggunakan formulasi perhitungan:

Jumlah rekomendasi Staf Ahli Bidang
Perckonomian dan Kesejahteraan Rakyat
yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet

Jumlah rekomendasi Staf Ahli Bidang
Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
yvang disusun

x 100%

b. Persentase...



Sasaran Strategis
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Uraian IKU

b. Persentase rekomendasi Staf Ahli Bidang

Politik dan Hukum yang disampaikan
kepada. Sekretaris Kabinet

Keterangan

IKU mengukur kinerja Staf Ahli Bidang Politik dan
Hukum dalamm memberikan saran dan pertimbangan
terhadap isu strategis dan aktual kepada Sekretaris
Kabinet.

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:
Jumlah rekomendasi Staf Ahli Bidang Politik
dan Hukum yang disampaikan kepada
Sekretaris Kabinet

Jumlah rekomendasi Staf Ahli Bidang Politik
dan Hukum yang disusun

x 100%

c. Persentase rckomendasi Staf Ahli Bidang

Komunikasi yang disampaikan kepada
Sekretaris Kabinet

IKU mengukur kinerja Staf Ahli Bidang Komunikasi
dalam memberikan saran dan pertimbangan terhadap isu
strategis dan aktual kepada Sekretaris Kabinet.

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:
Jumlah rekemendasi Staf Ahli Bidang

Komunikasi yang disampaikan kepada
Sekretaris Kabinet

Jumlah rekomendasi Staf Ahli Bidang
Komunikasi yang disusun

X 100%

d. Persentase...



No.

Sasaran Strategis

. Persentase

SEHRETARIS KABINET
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Uraian IKU

reckomendasi Staf
Ahli Bidang Reformasi Birokrasi
yang disampaikan kepada
Sekretaris Kabinet

Keterangan

IKU mengukur kinerja Staf Ahli Bidang Reformasi Birckrasi dalam
memberikan saran dan pertimbangan terhadap isu strategis dan aktual
kepada Sekretaris Kabinet.

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

Jumlah rekomendasi Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi
yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet

Jumlah rekomendasi Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi
yang disusun

x 100%

. Persentase rekomendasi Staf
Ahli Bidang Kemaritiman,
Investasi, dan Hubungan

Internasional yang disampaikan
kepada Sekretaris Kabinet

IKU mengukur kinerja Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi dalam
membherikan saran dan pertimbangan terhadap isu strategis dan aktual
kepada Sekretaris Kabinet,

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

Jumlah rekomendasi Staf Ahli Bidang Kemaritiman, Investasi,
dan Hubungan Internasional yang disampaikan kepada
Sekretaris Kabinet

Jumlah rekomendasi Staf Ahli Bidang Kemaritiman, Investasi,
dan Hubungan Internasional yang disusun

x 100%

SEKRETARIS KABINET

REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

PRAMONO ANUNG




SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IX

PERATURAN SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 5 TAHUN 2021
TANGGAL : 23 JUNI 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT

Penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal;
Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan

: Menyelenggarakan pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Kabinet

Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Sckretaris Kabinet;

1. Nama Organisasi : Inspektorat
2. Tugas
3. Fungsi .
a.
b.
lainnya;
c.
d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
f.

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet dan/atau Deputi Bidang Administrasi.

4, Indikator Kinerja Utama :

Sasaran Strategis

Terselenggaranya pengawasan
internal di lingkungan
Sekretariat Kabinet yang
optimal

a. Persentase rekomendasi
pengawasan yang ditindaklanjuti

hasil

Keterangan

IKU mengukur respon satuan kerja di lingkungan
Sekretariat Kabinet atas hasil pengawasan eksternal dan
internal serta mengukur efektivitas kinerja di bidang
pengawasarn.

Ditindaklanjuti berarti:
Unit kerja telah menindaklanjuti rekomendasi hasil
pengawasan yang telah disampaikan oleh Inspektorat

dengan melaksanakan rekomendasi dan menyampaikan
tanggapan pelaksanaannya kepada Inspektorat.

Pengukuran...



Sasaran Strategis

SEKRETARIS KABINET
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2

Keterangan

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang
ditindaklanjuti

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan

x 100%

b. Jumlah unit kedeputian yang bersih dari
penyimpangan pengelolaan keuangan
yang material

IKU mengukur kinerja Inspektorat dalam mengawal
pelaksanaan anggaran dan pengelolaan keuangan sesuai
ketentuan yang berlaku.

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

Realisasi sama dengan jumlah unit kerja yang bersih dari
penyimpangan pengelolaan keuangan yang material,
dilihat dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, unit kerja
yang temuan penyimpangannya kurang dari 5% dari
jumlah anggarannya.

Apabila temuan penyimpangan lebih besar sama dengan
5% dari jumlah anggaran unit kerja, maka tidak termasuk
kategori unit kerja yang bersih dari penyimpangan
pengelolaan keuangan yang material.

c. Penyampaian...




No. Sasaran Strategis

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-3-

IKU

. Penyampaian Laporan Hasil Penilaian

Mandiri Pelaksanaan Reformasi
Birckrasi (PMPRB) Sckretariat Kabinet
secara tepat waktu

Keterangan

IKU digunakan untuk mengukur kualitas pelaksanaan
pengoordinasian PMPRB Sekretariat Kabinet yang

menjadi tanggung jawab Inspektorat Sekretariat
Kabinet.

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

Realisasi sama dengan tanggal penyampaian hasil
PMPRB dibandingkan dengan tanggal batas waktu
penyerahan hasil PMPRB vyang ditetapkan oleh
Kementerian PANRB

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI

SEKRETARIS KABINET

REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

PRAMONO ANUNG




LAMPIRAN X

e PERATURAN SEKRETARIS KABINET
SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 5 TAHUN 2021
TANGGAL : 23 JUNI 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

1. Nama Organisasi : Pusat Data dan Teknologi Informasi
2. Tugas : Menyelenggarakan pengelolaan data dan sistem informasi, pengembangan dan penerapan sistem manajemen

informasi, pengembangan, pemeliharaan, dan pengamanan infrastruktur, penyebarlnasan data dan informasi,
pemberian dukungan data dan informasi dalam rangka pengelolaan operasional kabinet, pembinaan pemanfaatan
sistem informasi dan tek:nologl informasi di lingkungan Sekretariat Kabinet, serta dukungan pelayanan teknis dan
administrasi pengelolaan arsip, dokumentasi, dan perpustakaan di lingkungan Sekretariat Kabinet

3. Fungsi

a.

oo

g ™

Pengelolaan dan penyebarluasa.n data dan informasi penyelenggaraan pemerintahan, persidangan, dan kcpegawalan, serta data dan
informasi dalam rangka pengelolaan operasional kabinet terkait dengan pelaksanaan tugas Sekretariat Kabinet;

. Pengembangan, penerapan, dan pengamanan infrastruktur sistem jaringan komunikasi dan data teknis di lingkungan Sekretariat Kabinet;

Pembangunan, pengembangan, dan pembinaan sistem jaringan komunikasi-yang menghubungkan Sekretariat Kabinet dengan instansi
pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan e-government,

. Pembinaan pemanfaatan teknologi informasi, sistem informasi, dan informasi di lingkungan Sekretariat Kabinet;

Pelaksanaan pendokumentasian, penyimpanan, pengolahan, pemeliharaan dan penyusutan serta pelayanan arsip dan dokumen
penyelenggaraan pemerintahan, persidangan, dan kepegawaian, serta arsip dan dokumen lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet;
Penyelenggaraan dan pelayanan perpustakaan di lingkungan Sekretariat Kabinet; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet.

4, Indikator...



4. Indikator Kinerja Utama :

No.

Sasaran Strategis

Tervujudnya dukungan
sistem informasi dan
teknologi informasi, .
kéarsipan dan
perpustakaan, serta
layanan data dan informasi
vang berkualitas

SEKRETARIS KABINET
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1344)

a. Jumlah indikator penilaian informasi
publik yang nilainya meningkat

Keterangan

IKU mengukur pencapaian kinerja Pusat Data dan
Teknologi Informasi (Pusdatin) dalam mendukung
pengelolaan - data dan  informasi publik | untuk
melaksanakan keterbukaan informasi publik di Sekretariat
Kabinet.

Pengukuran keberhasilan berdasarkan hasil monitoring
dan evaluasi Komisi Informasi Pusat (KIP) atas
pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan
Sekretariat Kabinet sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

Realisasi sama dengan jumlah indikator penilaian
informasi publik yang nilainya meningkat,

|

b. Jumlah...



Sasaran Strategis
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b. Jumlah aspek penilaian SPBE
yang nilainya meningkat

Keterangan

IKU mengukur keberhasilan Pusat Data dan Teknologi Informasi
{Pusdatin) dalam mendukung penerapan e-government melalui
pembangunan, pengembangan, dan  pembinaan  Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Sekretariat Kabinet.

Pengukuran keberhasilan berdasar hasil evaluasi SPBE yang
dilaksanakan oleh Kementerian PANRB sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

Realisasi sama dengan jumlah aspek penilaian SPBE yang nilainya
meningkat.

c. Jumlah aspek pengelolaan arsip
yang nilainya meningkat

IKU mengukur keberhasilan Pusat Data dan Teknologi Informasi
(Pusdatin) dalam pengelolaan arsip di lingkungan Sekretariat
Kabinet. Pengukuran keberhasilan berdasar hasil pengawasan
arsip yang dilaksanakan baik internal atau eksternal sesuai sesuai
amanah /ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:
Realisasi sama dengan jumlah aspek pengelolaan arsip yang
nilainya meningkat.

d. Persentase,,.



No. Sasaran Strategis

REPUBLIK INDONESLA

IKU

d. Persentase kepuasan pengguna
layanan perpustakaan

Keterangan

IKU digunakan untuk mengukur keberhasilan Pusat Data dan
Teknologi Informasi {Pusdatin} dalam mengelola dan melaksanakan
layanan perpustakaan di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: .

Hasil Survei

Salinan sesuai dengan aslinya
PR TARIA’I‘ KABINET RI

idang Administrasi,
?.

SEKRETARIS KABINET

REPUBLIK INDONESIA,
ttd,

PRAMONO ANUNG




LAMPIRAN XI
PERATURAN SEKRETARIS KABINET

o
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SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR ;: 5 TAHUN 2021

TANGGAL : 23 JUNI 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA PUSAT PEMBINAAN PENERJEMAH

1. Nama Organisasi : Pusat Pembinaan Penerjemah
2. Tugas : Menyelenggarakan pengelolaan, pembinaan, pengembangan, serta pemberian dukungan administrasi Jabatan

Fungsional Penerjemah

3. Fungsi : .

a. Penyusunan rencana program dan standar kompetensi fungsional penerjemah;

b. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penilaian, akreditasi, dan penetapan angka kredit;

c. Pengelolaan proses administrasi pengangkatan, kenaikan pangkat/golongan, pemberhentian sementara dan pengangkatan kembali, serta

pemberhentian dari jabatan;

. Pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional penerjemah;
Pengoordinasian pengembangan dan evaluasi kinerja penerjemah dan unit kerja penerjemahan;
Pengelolaan informasi dan administrasi lain jabatan fungsional penerjemah; dan
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet.

m om0 o

4. Indikator...



4. Indikator Kinerja Utama :

No.

1.

Sasaran Strategis

Terwujudnya rekomendasi
pembinaan pejabat
fungsional penerjemah
yang berkualitas -

SEKRETARIS KABINET

penilaian, penetapan angka kredit,
pengangkatan, kenaikan jabatan,

kenaikan pangkat/golongan,
pemberhentian  sementara dan
pengangkatan kembali, serta

pemberhentian dari jabatan yang
diselesaikan secara tepat waktu

REPUBLIK INDONESIA
0
IKU Keterangan
a. Persentase rekomendasi terkait | IKU mengukur kinerja Pusat Pembinaan Penerjemah dalam

melaksanakan pemberian rekomendasi terkait penilaian, akreditasi,
penetapan angka kredis, pengangkatan, kenaikan jabatan, kenaikan
pangkat/golongan, pémberhentian sementara dan’ pengangkatan
kembali, serta pemberhentian dari jabatan fungsional penerjemah.

Tepat waktu berarti:

Penyelesaian rekomendasi terkait penilaian, penetapan angka kredit,
pengangkatan, kenaikan jabatan, kenaikan pangkat/golongan,
pemberhentian sementara dan pengangkatan kembali, serta
pemberhentian dari jabatan dilaksanakan sesuai SOP.

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

Jumlah rekomendasi terkait penilaian, penetapan angka
kredit, pengangkatan, kenaikan jabatan, kenaikan
pangkat/golongan, pemberhentian sementara dan
pengangkatan kembali, serta pemberhentian dari jabatan

yang diselesaikan secara tepat waktu x100%

Jumlah rekomendasi terkait penilaian, penetapan angka
kredit, pengangkatan, kenaikan jabatan, kenaikan
pangkat/golongan, pemberhentian sementara dan
pengangkatan kembali, serta pemberhentian dari jabatan
yang diselesaikan

b. Persentase..,




Sasaran Strategis

Persentase rekomendasi
penyelesaian permasalahan
pelayanan Jabatan Fungsional
Penerjemah yvang ditindaklanjuti

'—'-r.,_.
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Keterangan

Permasalahan timbul saat ada kendala di lapangan dari hasil rekomendasi

indikator yang pertama. IKU mengukur kinerja Pusat Pembinaan

Penerjemah dalam mengatasi permasalahan dengan menghasilkan:

1. Dokumen kepuasan layanan' konsultasi bagi pejabat fungsional
penerjemah atau instansi pengguna; dan

2. Hasil pengembangan dan evaluasi

Penerjemabh.

kinerja Jabatan Fungsional

Ditindaklanjuti artinya:
Pejabat fungsional penerjemah atau instansi pengguna menindaklanjuti
rekomendasi yang disampaikan Sekretariat Kabinet.

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

Jumlah  rekomendasi  penyelesaiah  permasalahan
permasalahan pelayanan Jabatan Fungsional Penerjemah
yang ditindaklanjuti

Jumlah  rekomendasi penyelesaian  permasalahan
permasalahan pelayanan Jabatan Fungsional Penerjemah
yang disampaikan

x100%

2. Terselenggaranya...




No. Sasaran Strategis

2. | Terselenggaranya
pendidikan dan
pelatihan
penerjemahan yang
berkualitas

SEKRETARIS KABINET

REPUBLIK INDONESIA
-4-
IKU Keterangan
Persentase kelulusan pejabat | IKU mengukur kinerja Pusat Pembinaan Penerjemah dalam melaksanakan

fungsional penerjemah pada
pendidikan dan pelatihan dengan
predikat minimal baik -

pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan pendidikan, pelatihan
fungsional penerjemah, pengembangan dan evaluasi kmer_|a penerjemah
dan unit ketja penerjemahan, :

Predikat kelulusan pejabat fungsional penerjemah:

Skor Predikat
95-100 Sangat Memuaskan
90-94,9 Memuaskan
80-89,9 Baik Sekali
70-79,9 Baik

<70 Kurang

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:
Jumlah pejabat fungsional penerjemah pada pendidikan dan

pelatihan dengan predikat kelulusan minimal baik
x100%

Jumlah seluruh pejabat fungsional penerjemah pada
pendidikan dan pelatihan

sesuai dengan aslinya
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